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ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTORASI GAMBUT DI
TAMAN HUTAN RAYA ORANG KAYO HITAM PROVINSI JAMBI

Oleh

ZALFA’ AYUDHA PUTRI

Tahura OKH menjadi salah satu kawasan konservasi di Provinsi Jambi,
didominasi oleh ekosistem gambut yang sangat rentan dan mudah terbakar.
Kejadian kebakaran ini mengakibatkan hilangnya vegetasi dan merusak tanah
gambut. Maka dari itu dilakukan upaya restorasi terhadap lahan gambut salah
satunya dengan penguatan penegakan hukum yang bentuknya ialah kebijakan.
Implementasi kebijakan yang tegas dapat mendukung pemulihan fungsi hutan
sebagai penyedia manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi manusia, untuk
menganalisis efektivitas implementasi kebijakan restorasi gambut di Tahura OKH
digunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Grindle (1980). Tujuan dari
penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas implementasi kebijakan restorasi
gambut dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan
restorasi gambut di Tahura OKH. Penelitian dilaksanakan pada bulan September
sampai Oktober 2022 di Desa Jebus dan Desa Gedong Karya, Provinsi Jambi.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, wawancara
menggunakan kuesioner kepada responden secara Focus Group Discussion (FGD),
observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan dengan
pendekatan teori implementasi kebijakan Grindle (1980), kuesioner diolah dengan
skala likert dan dianalisis menggunakan SEM-PLS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan restorasi
gambut di Tahura OKH berdasarkan teori Grindle (1980) menunjukkan efektif,
dikarenakan memenuhi dua variabel pendekatan yaitu isi kebijakan dan konteks
implementasi. Namun, pada content of policy (isi kebijakan) dalam hal tipe manfaat
yang masih mengalami kendala karena dari kelompok sasaran yaitu masyarakat
mengharapkan keterlibatan upaya restorasi dalam bentuk revegetasi. Berdasarkan
persepsi masyarakat terhadap kebijakan restorasi gambut mengenai isi kebijakan
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dan konteks implementasi berada dalam kategori sedang. Karakteristik responden
(usia dan pendidikan) berpengaruh positif secara signifikan terhadap persepsi
tentang isi kebijakan di Desa Jebus dengan nilai p-values ialah 0,003 dan konteks
implementasi bernilai 0,000 serta di Desa Gedong Karya persepsi tentang isi
kebijakan dengan nilai p-values ialah 0,004 dan konteks implementasi bernilai
0,005. Masyarakat di kedua desa telah terlibat dalam implementasi kebijakan
restorasi gambut, namun rata-rata masyarakat cenderung ragu terkait dengan
keberlanjutan program restorasi yang diinisiasi oleh BRGM. Masyarakat berharap
pemerintah dapat merancang program berikutnya demi menjaga kelestarian
ekosistem gambut juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.

Kata kunci: restorasi gambut, efektivitas, implementasi kebijakan, persepsi
masyarakat, Tahura OKH.



ABSTRACT

ANALYSIS OF POLICY IMPLEMENTATION OF PEAT RESTORATION IN
ORANG KAYO HITAM FOREST PARK, JAMBI PROVINCE

by

ZALFA’ AYUDHA PUTRI

Tahura OKH is one of the conservation areas in Jambi Province, dominated
by peat ecosystems that are highly vulnerable and flammable. These fires result in
loss of vegetation and damage to peat soil. Therefore, restoration efforts are
carried out on peatlands, one of which is by strengthening law enforcement in the
form of policies. Strict policy implementation can support the restoration of forest
functions as providers of environmental, social and economic benefits for humans,
to analyze the effectiveness of peat restoration policy implementation in Tahura
OKH, an approach developed by Grindle (1980) is used. The objectives of this
research are to analyze the effectiveness of peat restoration policy implementation
and to analyze community perceptions of peat restoration policy implementation in
Tahura OKH. The research was conducted from September to October 2022 in
Jebus Village and Gedong Karya Village, Jambi Province. Data collection was
conducted using in-depth interviews, interviews using questionnaires to
respondents in Focus Group Discussions (FGDs), observation, and documentation
studies. Qualitative data analysis was carried out using Grindle's (1980) policy
implementation theory approach, the questionnaire was processed with a Likert
scale and analyzed using SEM-PLS.

The results showed that the implementation of peat restoration policy in
Tahura OKH based on Grindle's theory (1980) was effective, because it fulfilled
two variables of approach, namely policy content and implementation context.
However, the content of policy in terms of the type of benefits is still experiencing
obstacles because the target group, namely the community, expects the involvement
of restoration efforts in the form of revegetation. Based on community perceptions
of peat restoration policies regarding policy content and implementation context,
they are in the medium category. Respondent characteristics (age and education)
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have a significant positive effect on perceptions of policy content in Jebus Village
with p-values of 0.003 and implementation contexts of 0.000 and in Gedong Karya
Village perceptions of policy content with p-values of 0.004 and implementation
contexts of 0.005. Communities in both villages have been involved in the
implementation of peat restoration policies, but on average, they tend to have
doubts regarding the sustainability of the restoration program initiated by BRGM.
The community hopes that the government can design the next program to preserve
the peat ecosystem and improve the welfare of the community around the area.

Keywords: peat restoration, effectiveness, policy implementation, community
perception, Tahura OKH.
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I. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang dan Masalah

Keberadaan ekosistem gambut memegang peranan penting baik secara
lokal, regional maupun global. Selain memiliki fungsi ekologis sebagai habitat bagi
flora dan fauna, menyimpan karbon, menghasilkan oksigen dan mempunyai peran
dalam fungsi hidrologis, juga memiliki fungsi ekonomi dan sosial budaya, yang
meliputi produksi kayu, mata pencaharian masyarakat, ekowisata, serta tempat
pendidikan dan penelitian (Syahza et al., 2020). Ekosistem gambut umumnya
diketahui sebagai kawasan yang mudah rusak dan terbakar serta mendapatkan
tekanan konversi seperti alih fungsi lahan dan eksploitasi sumberdaya alam di
sekitarnya (Wulandari et al., 2021D).

Seiring berjalannya waktu, ekosistem gambut telah mengalami perubahan
yang signifikan untuk mengakomodasi penggunaan lahan lainnya, yang
mengakibatkan sebagian besar lahan gambut terdegradasi. Penyebab utama
degradasi lahan gambut di Indonesia ialah dikarenakan terjadinya konversi ke hutan
tanaman industri dan konversi ke perkebunan kelapa sawit (Dohong et al., 2018).
Selain itu, dapat juga disebabkan oleh adanya kebakaran dan kegiatan
penambangan (Masganti et al., 2014). Rusaknya ekosistem gambut merupakan
salah satu penyebab utama kebakaran hutan di Indonesia.

Salah satu lahan gambut di Indonesia terletak di Pulau Sumatera meliputi
Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi (Wiist et al., 2007). Tahura Orang Kayo Hitam
(Tahura OKH) secara administratif terletak pada Provinsi Jambi dan merupakan
satu-satunya tahura yang memiliki tipe ekosistem gambut (Wulandari et al., 2021b)
yang sangat rentan dan mudah terbakar (Tamin et al., 2021). Kebakaran hutan yang
terjadi pada tahun 2015 mengakibatkan lebih dari 70% kawasan ini menjadi area
terbuka (Tamin et al., 2021). Kawasan ini juga berfungsi sebagai kawasan
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penyangga Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS) sehingga kerusakan yang
terjadi di Tahura OKH dapat mengganggu kelestarian Taman Nasional Berbak
Sembilang (Hamzah et al., 2019; Wulandari et al., 2021b). Dengan kondisi
tersebut, diperlukan adanya upaya pemulihan kerusakan ekosistem gambut dengan
merestorasi lahan gambut di Tahura OKH. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga
keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang ada didalamnya (Avagyan et al.,
2017; Wulandari et al., 2021b).

Restorasi harus dilihat sebagai modal dalam ekosistem (termasuk
manusianya) (Bonn et al., 2014), dan perlu memiliki tujuan yang jelas dan terukur
yang dapat dipantau di setiap tahapan (Nurulita et al., 2016; Dey et al., 2014).
Keberhasilan restorasi menjadi penting karena restorasi lahan gambut adalah kunci
untuk mengurangi kebakaran dan emisi CO2 sehingga dapat memitigasi perubahan
iklim (Humpendder et al., 2020). Beragam upaya dalam merestorasi gambut telah
dilakukan, termasuk di kawasan Tahura OKH (Wulandari et al., 2021b). Restorasi
lahan gambut yang terdegradasi dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi
masyarakat (Budiman et al., 2020; Pratiwi et al., 2021; Thoha et al., 2018) dan
intervensi kebijakan (Dohong et al., 2017).

Ekosistem gambut harus dilindungi, dikelola dengan bijak dan fungsinya
dipulihkan saat terdegradasi (Aswandi et al., 2015). Kebijakan nasional tentang
pengelolaan lahan gambut diperlukan sebagai dasar atau landasan pelaksanaan
strategi dan rencana aksi pengelolaan lahan gambut di semua tingkat pemerintahan
agar seimbang dalam memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat
dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup sehingga dapat berlangsung
secara lestari dan berkelanjutan (Putra et al., 2022). Upaya dalam melakukan
pemulihan ekosistem gambut telah dimandatkan melalui Peraturan Pemerintah (PP)
No.71 tahun 2014 jo. PP No. 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut. Kebijakan restorasi gambut di Indonesia disusun sebagai
tindakan atas adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada tahun
2015 (Kartodihardjo et al., 2018).

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia melakukan banyak upaya
untuk mengurangi kebakaran dan memulihkan ekosistem lahan gambut melalui

penguatan penegakan hukum dan peraturan yang ada, serta mengembangkan
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inisiatif baru (Puspitaloka et al., 2021). Hal tersebut terlihat dengan dibentuknya
Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 dan
melalui Peraturan Presiden No. 120 tahun 2020 berubah menjadi Badan Restorasi
Gambut dan Mangrove (BRGM). BRGM diamanatkan menjalankan tugas pokok
dan fungsi utama yaitu pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan
pelaksanaan restorasi gambut untuk mempercepat pemulihan fungsi hidrologis
gambut yang rusak akibat kebakaran dan drainase seluas 2 juta hektar pada tahun
2016 sampai 2020 (SETNEG 2016). BRGM menetapkan kebijakan utama dan arah
strategis restorasi dengan strategi 3R yang merupakan pembasahan kembali
(Rewetting), penanaman kembali (Revegetation) dan revitalisasi ekonomi
(Revitalization) (BRG, 2016).

Problematika mengenai kebakaran hutan erat Kkaitannya dengan
permasalahan lahan gambut yang ada di Tahura OKH. Oleh sebab itu apabila
membahas tentang kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tidak bisa terlepas dari
kebijakan pengelolaan gambut itu sendiri (Sarah, 2021). Menurut Erlina et al.
(2021) penyusunan regulasi kebijakan berupa peraturan desa yang berkaitan dengan
restorasi lahan gambut perlu dilakukan yang berorientasi pada kearifan lokal
masyarakat desa dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat di sekitarnya.
Berdasarkan penelitian Qodriyatun (2019) menyatakan bahwa pemerintah daerah
Provinsi Sumatera Selatan lebih siap melaksanakan kebijakan restorasi gambut,
terlihat dari program yang dilaksanakan, sumber daya yang disiapkan, dan
komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan kebijakan.  Susanto (2020)
melaksanakan penelitian tentang implementasi kebijakan restorasi gambut dengan
menggunakan perspektif kebijakan komunikasi yang berlokasi di Kalimantan
Selatan.

Berbagai hasil riset yang dilakukan menunjukkan bahwa upaya restorasi
lahan gambut perlu dilakukan, beberapa penelitian yang telah dilakukan di lokasi
yang sama Vaitu sekitar Tahura OKH mencakup upaya pemulihan yang relevan
dengan aspek ekologi, misal tentang burung sebagai indikator pemulihan ekosistem
gambut di Tahura OKH (Nurfitri et al., 2022) serta pengembangan lahan gambut
sebagai strategi restorasi di Tahura OKH (Wulandari et al., 2021b). Selain itu,

penelitian lain yang telah dilakukan mencakup penelitian mengenai jenis tumbuhan
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invasif (Sipayung et al., 2022), pemahaman etnozoologi masyarakat (Justitia et al.,
2022) serta identifikasi tanaman obat (Anggraini et al., 2022). Namun belum
terdapat penelitian mengenai implementasi kebijakan restorasi gambut di Tahura
OKH. Penelitian ini juga mengkaji mengenai persepsi masyarakat terkait dengan
kebijakan pemerintah dalam hal ini ialah kebijakan restorasi gambut yang dianalisis
menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) untuk mengetahui hubungan
antar variabel. Berdasarkan hal tersebut, untuk mempertimbangankan dalam
pengembangan kubah gambut yang sesuai dengan kondisi lokal maka penelitian ini
perlu untuk dilakukan, dengan demikian diharapkan hal tersebut diimplementasikan

secara tepat.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas implementasi kebijakan restorasi gambut di Tahura
OKH.

2. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan restorasi
gambut di Tahura OKH.

1.3  Kerangka Pemikiran

Kerangka konsep penelitian ini diawali dengan adanya Tahura OKH
merupakan satu-satunya tahura yang memiliki tipe ekosistem gambut. Tahura
OKH yang menjadi salah satu kawasan konservasi di Provinsi Jambi ini didominasi
oleh ekosistem gambut yang sangat rentan dan mudah terbakar. Kejadian
kebakaran telah terjadi di Tahura OKH mengakibatkan hilangnya vegetasi dan
merusak tanah gambut. Maka dari itu dilakukan upaya restorasi terhadap lahan
gambut salah satunya dengan penguatan penegakan hukum yang bentuknya ialah
kebijakan. Saat ini, kebijakan yang mengatur mengenai restorasi gambut telah
dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan
dan lahan. Berkaitan dengan jalannya kebijakan, penting untuk mempelajari lebih
lanjut mengenai implementasi kebijakan restorasi gambut di Tahura OKH dengan
menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Implementasi kebijakan

yang tegas dapat mendukung pemulihan fungsi hutan sebagai penyedia manfaat
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lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi manusia, untuk menganalisis implementasi
kebijakan restorasi gambut di Tahura OKH digunakan pendekatan yang
dikembangkan oleh Grindle (1980). Grindle (1980) menyatakan bahwa untuk
mengukur efektivitas kebijakan dapat diukur dengan menggunakan dua variabel,
yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Analisis persepsi masyarakat
terhadap implementasi kebijakan restorasi gambut juga diperlukan karena
masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung kuat dalam pemulihan lahan
gambut. Upaya restorasi gambut menjadi salah satu alternatif untuk
mengembalikan fungsi gambut seperti semula. Berdasarkan uraian tersebut, alur

kerangka berpikir penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.



Tahura OKH

l‘— Keberadaan ekosistem gambut

Kebakaran hutan

Restorasi ekosistem gambut

Kebijakan restorasi gambut di Tahura OKH

Implementasi kebijakan restorasi gambut di Tahura OKH

A

A

Analisis implementasi

kebijakan restorasi gambut di hadap impl  kebiiak
Tahura OKH oleh lembaga terhadap implementasi kebijakan

yang relevan

Analisis persepsi masyarakat

restorasi gambut di Tahura OKH

A

A

Isi kebijakan
Konteks implementasi

Karakteristik responden dan
persepsi terhadap implementasi
kebijakan restorasi gambut

Efektivitas implementasi kebijakan
restorasi gambut di Tahura OKH

Gambar 1. Kerangka pemikiran.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Moleong (2018) merupakan tempat peneliti
mendapatkan serta menghimpun informasi terkait data yang dibutuhkan dengan
berbagai pertimbangan dan rumusan masalah dalam penelitian. Penelitian ini
dilakukan di Desa Jebus dan Desa Gedong Karya, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten
Muaro Jambi. Kedua desa ini secara geografis letaknya dipisahkan oleh Sungai
Batang Hari (Tim Pemetaan Sosial dan Spasial Desa Gedong Karya, 2019; Tim
Pemetaan Sosial dan Spasial Desa Jebus, 2019) dan berada di sekitar Tahura OKH.

2.1.1 Desa Jebus

Desa Jebus adalah satu diantara tujuh desa peduli gambut yang secara
administratif berada di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Menurut
Kusmana dan Triandana (2021) sejarah atau asal nama kata Jebus memiliki makna
penebus, dahulu desa jebus ditujukan sebagai daerah pelarian dari kerajaan.
Masyarakat yang menghindar dan menghilangkan jejak dari kerajaan dan tinggal di
daerah jebus konon katanya beralih menjadi orang baik. Terlepas dari asal muasal
nama tersebut, kini masyarakat desa jebus masih mempunyai pengetahuan lokal
dalam menggarap tanaman-tanaman obat tradisional dan masih mempertahankan
kearifan lokal. Secara geografis Desa Jebus terletak diantara Sungai Batang Hari
dengan tipologi pemukiman yang terpusat disepanjang kiri-kanan Sungai Batang
Hari, dan dikelilingi dengan perkebunan dan juga rumah milik masyarakat. Desa
Jebus memiliki luas sebesar 14,06 km? dan memiliki batas administrasi desa
disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebelah
selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Desa

Sungai Aur dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Gedong Karya. Akses jalan
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utama yang terdapat di desa ini ialah jalan beton dan berkerikil. Fasilitas umum
seperti jalan provinsi, jalan desa, jalan lingkungan, jembatan dan box jalan
kondisinya sudah cukup baik (Tim Pemetaan Sosial dan Spasial Desa Jebus, 2019).

Berdasarkan data dari BPS Kecamatan Kumpeh (2022), masyarakat yang
berada pada wilayah ini ialah sebanyak 697 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki
sebanyak 345 jiwa dan perempuan sebanyak 352 jiwa. Maka dapat diketahui bahwa
tingkat kepadatan penduduk Desa Jebus ialah 49,57 jiwa/km? atau setiap 1 km?
wilayah Desa Jebus saat ini dihuni oleh 49,57 jiwa penduduknya. Di bidang tenaga
pendidik dari tingkat TK hingga SMA yang terdapat di Desa Jebus, didapatkan
profit tenaga pendidik di setiap jenjang pendidikan. Maka dari itu, dapat dikatakan
bahwa kegiatan belajar mengajar di TK, SD, SMP dan SMA sudah cukup baik.
Namun, belum adanya materi mengenai muatan lokal yang menyampaikan
gambaran tentang ekosistem gambut. Pada kenyataannya, hal tersebut penting
disampaikan karena 94,9% dari wilayah Desa Jebus merupakan wilayah gambut
dan pelajar yang ada di desa tersebut adalah generasi penerus dalam keberlanjutan
Desa Jebus. Di bidang kesehatan, wilayah desa ini mempunyai 1 orang bidan desa
dan satu posyandu (Tim Pemetaan Sosial dan Spasial Desa Jebus, 2019).

Desa Jebus berada pada ketinggian 4 mdpl dan terletak di daerah aliran
sungai Batang Hari yang secara berkala terkena banjir. Karena banjir tersebut,
masyarakat pada wilayah ini menjadi lumrah dan beradaptasi menghadapi banjir.
Wilayah ini memiliki kawasan gambut seluas 94,9% dari total keseluruhan wilayah
desa. Kawasan gambut tersebut sebagian besar terdiri dari gambut belum matang
yang memiliki warna coklat kemerahan, letaknya di Taman Nasional Berbak,
Tahura OKH dan hutan produksi. Sedangkan, sisanya berada di kebun sawit
perusahaan dan kebun campur masyakat yang merupakan gambut matang berwarna
hitam. Namun, selepas kebakaran tahun 2015, sebagian besar flora yang terdapat di
desa ini mengalami kemusnahan. Flora tersebut diantaranya ialah perepat atau
pidada putih (Sonneratia alba), gelam (Melaleuca leucadendron), meranti (Shorea
sp.) dan kempas (Koompassia malaccensis). Keberadaan flora tersebut telah sedikit
akibat dari aktivitas loging, ekspansi perkebunan kelapa sawit dan kebutuhan
masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan bangunan. Kini, Tahura OKH hanya

diisi olen hamparan pakis dan kayu mahang (Macaranga hypoleuca) kecil yang
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sejatinya dapat timbul dengan cepat dan subur setelah kebakaran. Selain flora,
dampak kebakaran tersebut terjadi pada fauna di wilayah ini, harimau sumatera
(Panthera tigris sumatrae), jalak (Gracupica sp.) dan murai batu (K. malabarica)
yang awalnya terlihat keberadaannya, namun semenjak terjadinya kebakaran sudah
tidak nampak individu tersebut di dalam Tahura OKH (Tim Pemetaan Sosial dan
Spasial Desa Jebus, 2019).

2.1.2 Desa Gedong Karya

Desa Gedong Karya adalah lokasi lain dilakukannya penelitian ini. Seperti
halnya Desa Jebus, Gedong Karya merupakan salah satu desa peduli gambut yang
ditunjuk selepas terjadinya kebakaran hutan di tahun 2015. Secara administratif,
Desa Gedong Karya tercatat dalam wilayah Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro
Jambi, Provinsi Jambi. Wilayah desa ini secara geografis dipisahkan oleh Sungai
Batang Hari dengan pengelompokan pemukiman dipecah menjadi dua kelompok,
yaitu kawasan tinggal warga lokal dan warga transmigran. Letak kawasan tinggal
warga lokal ialah berbatasan di sebelah utara dengan Sungai Batang Hari dan juga
dikelilingi oleh sawah milik masyarakat dan perkebunan. Sedangkan kawasan
tinggal warga transmigran terdapat di sebelah utara bufferzone Tahura OKH dan di
sebelah barat berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit (Tim Pemetaan Sosial
dan Spasial Desa Gedong Karya, 2019).

Sejarah desa ini berawal dari namanya yaitu Gedong Terbakar berubah
menjadi Gedong Karya. Perubahan nama tersebut dilakukan pada tahun 1982 (Tim
Pemetaan Sosial dan Spasial Desa Gedong Karya, 2019). Sedangkan menurut
Kusmana dan Triandana (2021) sejarah atau asal nama desa Gedong Karya
dirujukkan pada keberadaan rumah yang terdapat di desa tersebut dikarenakan di
wilayah ini banyak berdiri rumah-rumah bagus dan besar. Dilihat dari pola
kawasan tinggal warga lokal yang letaknya di dekat sempadan hasil sedimentasi
ratusan tahun dari Sungai Batang Hari yang disebut sebagai tanah pematang atau
tanah mineral. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan warga lokal dengan
sungai sebagai sumber penyokong kehidupan sangatlah erat. Peruntukan sungai
digunakan sebagai tempat mencari ikan, kebutuhan air untuk rumah tangga, sarana

transportasi dan untuk mengairi sawah. Lain halnya dengan tanah mineral,
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anggapan masyarakat terkait tanah gambut sendiri dianggap sebagai tanah yang
tidak ada guna dikarenakan air yang terus tergenang seperti rawa berakibat tanah
tersebut tidak dapat ditanami tumbuhan pertanian maupun perkebunan, apalagi
peruntukannya sebagai kawasan tinggal tetap (Tim Pemetaan Sosial dan Spasial
Desa Gedong Karya, 2019).

Batas-batas wilayah desa ini di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan
Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di sebelah timur berbatasan dengan
Desa Jebus, sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan di sebelah barat
berbatasan dengan Kelurahan Tanjung dengan luas wilayah administrasi Desa
Gedong Karya yaitu seluas 21,19 km?. Desa yang dipimpin oleh kepala desa ini
memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.905 jiwa dengan 978 berjenis kelamin laki-
laki dan 927 perempuan. Maka dapat diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk
Desa Gedong Karya ialah 89,90 jiwa/km? atau setiap 1 km? wilayah Desa Gedong
Karya saat ini dihuni oleh 89,90 jiwa penduduknya. Di bidang kesehatan, desa ini
memiliki puskesmas pembantu dan posyandu dengan 2 orang bidan desa dan 9
orang kader posyandu (BPS Kecamatan Kumpeh, 2022).

Pengaturan tata air yang berada di lahan gambut pada desa ini adalah hal
yang penting untuk dilangsungkan demi menjaga keseimbangan air di lahan gambut
yang peruntukannya ialah agar lahan gambut tetap basah meskipun pada musim
kemarau panjang dan tidak banjir jika terjadi hujan secara berkala. Pada tahun
1990-an parit primer mulai dibuat oleh provinsi melalui dinas pekerjaan umum
untuk menjaga lahan tetap kering agar dapat ditanami oleh warga, hal tersebut
dilanjutkan di tahun 2008 oleh PT. BBS dan PT. JBP untuk kepentingan
perkebunan sawit mereka. Kemudian di tahun 2018 oleh BRG melalui pokmas
(kelompok masyarakat) Desa Gedong Karya dibangun 7 unit sekat kanal yang
peruntukannya demi menjaga tanah gambut di Tahura OKH agar tetap basah (Tim
Pemetaan Sosial dan Spasial Desa Gedong Karya, 2019).

2.1.3 Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam (Tahura OKH)
Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, hutan didefinisikan sebagai suatu
kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan
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lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri

khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari kawasan
suaka alam berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM) dan kawasan
pelestarian alam berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (Tahurra),

Taman Wisata Alam (TWA) dan Taman Buru.

1. Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di
daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan
pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya juga
berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, kawasan ini terbagi
atas cagar alam dan suaka margasatwa.

2. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu,
baik di darat ataupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan
satwa, serta pemanfaatan secara lestari terhadap sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, tahura dan
taman wisata alam.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Taman Hutan Raya atau
biasa disebut Tahura adalah salah satu hutan konservasi yang mempunyai fungsi
sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa alami
maupun buatan, jenis asli maupun bukan asli, yang pemanfaatannya untuk
kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, budaya,
pendidikan, pariwisata dan rekreasi. Tahura juga merupakan wilayah sistem
penyangga kehidupan terutama dalam pengaturan tata air, menjaga kesuburan
tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, serta pengawetan
keanekaragaman hayati (Darmawan, 2016).

Kawasan Tahura adalah kawasan yang dilindungi dan tercatat dalam jenis
hutan konservasi, namun pemanfaatannya dapat dibuat dengan kepentingan
komersial sesuai batasan dan juga aturan-aturan tertentu agar tidak bertolak
belakang dengan fungsi utamanya (Akliyah, 2010; Manurung dan Sunarta, 2016;
Khairunnisa et al., 2019; Aini, 2021). Kawasan Tahura mempunyai potensi sumber
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daya alam dan juga jasa lingkungan. Potensi tersebut biasanya berupa
keanekaragaman vegetasi dan satwa liar (Christiani dan Adikampana, 2014).

Provinsi Jambi adalah salah satu aset hutan yang terdapat di Indonesia.
Jambi mempunyai wilayah kurang lebih dari 60% nya masih berupa hutan, maka
dari itu Jambi menjadi salah satu provinsi yang menjadi sorotan oleh pemerintah
karena wilayah hutannya (Sari et al., 2014). Terdapat 2 (dua) Tahura di Provinsi
Jambi, Tahura tersebut yaitu Tahura Sultan Thaha Syaifuddin dan Tahura Orang
Kayo Hitam (OKH). Provinsi Jambi mempunyai hutan rawa gambut yang tercatat
dalam kawasan konservasi sebagai Taman Hutan Raya (Tahura) yaitu Tahura
Orang Kayo Hitam (Tahura OKH) (Tamin et al., 2019). Tahura Orang Kayo Hitam
dulunya bernama Tahura Sekitar Tanjung ditetapkan seluas 18.140,32 ha
berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
SK.1973/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Penetapan Kawasan
Hutan Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam (Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2017). Tahura ini merupakan salah satu
Kawasan Kunci Biodiversitas di Landscape Berbak, serta telah ditunjuk sebagai
lokasi Demonstration Activities (DA) Reducing Emision Deforestation and
Degradation (REDD Plus) Provinsi Jambi melalui SK Kepala Dinas Kehutanan
Propinsi Jambi No.: 3111/BHKA-43/1V/2013.

Secara administratif, Tahura OKH terletak di Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang secara spesifik berada pada dua kecamatan
yaitu Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dan Kecamatan Berbak
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kawasan ini terletak di di 1° 16’ 46-1°29° 41”
Lintang Selatan dan 103° 59> 5”- 104 © 9* 2” Bujur Timur dengan panjang
perbatasan 71,84 km. Kawasan ini sebagian besar ialah lahan gambut yang sangat
rawan dan mudah terjadi kebakaran. Luasan Tahura OKH ialah sebesar 18.363,79
ha (Tamin et al., 2021). Tahura OKH juga berbatasan langsung dengan penduduk
lokal delapan desa diantaranya yaitu Desa Seponjen, Desa Sogo, Desa Sungai
Bungur, Desa Gedong Karya, Desa Jebus, Desa Sungai Aur, Kelurahan Tanjung
dan Kelurahan Simpang. Tahura OKH merupakan kawasan penyangga dari Taman
Nasional Berbak-Sembilang (Napitupulu et al., 2018).
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Sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, tahura juga berfungsi dalam
pengaturan tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga
keseimbangan iklim mikro serta pengawetan keanekaragaman hayati (Erwin et al.,
2017). Kawasan Tahura OKH ini berbatasan langsung dengan masyarakat lokal
sembilan desa selain itu Tahura OKH ini juga berbatasan dengan Taman Nasional
Berbak-Sembilang, Hutan Produksi Terbatas maupun perusahaan kelapa sawit
milik swasta. Tahura OKH ini juga terbentang di dalam kawasan Perlindungan
Lahan Basah (RAMSAR) yang perlu dilakukan pengelolaan yang lebih baik.

Batas-batas yang bersinggungan langsung dengan Tahura OKH ialah:

e Sebelah Barat berbatatasan dengan Desa Sungai Aur, Desa Jebus, Desa
Gedong Karya, Kelurahan Tanjung, Desa Sogo, Desa Seponjen, Desa Sungai
Bungur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muara Jambi.

e Sebaelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang, Desa Rantau Makmur
Kecamatan Berbak Kabupaten Jabung Timur dan Taman Nasional Berbak
Sebilang.

e Sebelah Timur berbatasan dengan Taman Nasional Berbak-Sebilang.

e Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Produksi Tebatas, Hutan Lahan.

Tahura OKH ialah satu-satunya kawasan taman hutan raya yang didominasi
oleh lahan gambut di Indonesia (Wulandari et al., 2023), sehingga memiliki
kerentanan terhadap kerusakan salah satunya rawan mengalami kebakaran (Tamin
et al., 2019). Kondisi Tahura OKH tersebut cukup memperihatinkan, dikarenakan
sebagian besar lahan gambut telah rusak dan mengalami degradasi yang disebabkan
oleh peristiwa kebakaran hutan yang berulang (Saleh et al., 2021). Kebakaran di
kawasan Tahura OKH pernah terjadi pada tahun 1997, kemudian kembali terulang
pada tahun 2007, 2011, 2015, serta 2019 (Wulandari et al., 2021c). Pada tahun
2015 tercatat terjadi kebakaran yang cukup besar hingga mengakibatkan sekitar
70% areal kawasan Tahura OKH mengalami kerusakan, hal ini juga diperparah
dengan hampir setiap tahunnya lahan terus mengalami kebakaran hingga yang
terakhir terjadi pada tahun 2019 (Tamin et al., 2021). Kerusakan akibat kebakaran
memiliki dampak yang cukup luas mulai dari penurunan vegetasi dan populasi
satwa yang kemudian berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati, kerugian harta

benda bahkan dapat merenggut nyawa (Novitasari et al., 2018).
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Lahan gambut memiliki fungsi hidrologis sebagai daerah serapan dan
cadangan air yang setiap meter kubiknya dapat menyimpan air sebanyak 850 liter
(Suryani, 2018) sehingga kerusakan akibat kebakaran dapat merusak fungsi
tersebut. Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut membuat
upaya pemulihan lahan gambut menjadi penting untuk dilakukan. Upaya restorasi
lahan gambut bukan sesuatu hal yang mudah dan cukup memakan banyak waktu,
karena kemampuan ekosistem untuk beregenerasi terbilang rendah terlebih sering
terjadinya kebakaran secara berulang (Tamin et al., 2019).

Tahura OKH memiliki lima kelas tutupan lahan diantaranya ialah rawa
primer sebesar 18,07 ha, rawa sekunder dengan luasan 10.710,35 ha, semak belukar
7.394 ha, rawa sebesar 109,92 ha dan tanah terbuka seluas 1,53 ha. Menurut
Miettinen dan Liew (2010), dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun luas kawasan
Tahura OKH terdegradasi, yang sebagian besar penyebabnya ialah kebakaran hutan
(Cahyono et al., 2015; Prasetia dan Syaufina, 2020). Peristiwa kebakaran besar
yang terjadi pada tahun 1997, dan kebakaran beruntut pada tahun 2007, 2011, 2015
dan 2019 di kawasan Tahura OKH menyebabkan kawasan ini sebagian besar hanya
tersisa sedikit tegakan pohon dan didominasi semak di area kawasan hutan yang
mengalami kerusakan cukup parah (Aini, 2021). Akibat dari kebakaran tersebut,
kebutuhan akan restorasi pada ekosistem gambut semakin meningkat dikarenakan
kebakaran hutan di kawasan ini terjadi sering kali padahal di lokasi ini juga sering
menjadi target restorasi ekosistem (Graham et al., 2013). Berdasarkan RPJP
(Rencana Pengelolaan Jangka Panjang) Tahura OKH tahun 2020-2030, wilayah ini
pernah ditumbuhi jenis tumbuhan tertentu dari hutan gambut yaitu ramin
(Gonytyslus bancamus), rengas (Glutarenghas), punak, (Tetramerista glabra),
meranti rawa (Shorea spp), jeutung rawa (Dyera polyphylla), kempas (Koompasia

malaccensis), dan terentang (Campnosperma auriculata) (Wulandari et al., 2021b).

2.2  Kebijakan Konservasi Lahan Gambut

Isu-isu kompleks seperti ekonomi, keanekaragaman hayati, energi,
perubahan iklim dan perubahan lahan membutuhkan informasi kebijakan yang jelas
(Heteméki, 2019). Kebijakan adalah alat yang dipergunakan untuk tercapainya

suatu tujuan tertentu (Salminah dan Aliviya, 2019). Proses penyusunan kebijakan



15

pada dasarnya mengacu pada jaringan yang ada di dalamnya dan melibatkan
berbagai subsistem dan aktor yang akan memberi pengaruh dalam kebijakan
tersebut (Arshanti et al, 2017). Terbitnya kebijakan berlandaskan desakan dan
sebagai solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat.

Kebijakan diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu,
serta upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana dan runtutan waktu
tertentu (Ramdhani dan Ramdhani, 2017). Rangkaian aksi, aktivitas, perencanaan
program dan sikap yang dilakukan oleh pihak terkait (aktor) dalam hal upaya
memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi merupakan pengertian kebijakan
(Herdiana, 2018). Kepastian suatu kebijakan adalah faktor penting pada organisasi
untuk tercapainya sebuah tujuan (Iskandar, 2012). Dua aspek pada kebijakan yaitu
(@) Kebijakan diartikan sebagai bentuk tanggapan tentang kejadian untuk
mewujudkan sinkronisasi dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan,
menjadikan sifat dalam bersungguh-sungguh terhadap perilaku dari pihak yang
memperoleh perbuatan yang tidak rasional atas kerjasama, (b) Kebijakan adalah
suatu penerapan dalam kemasyarakatan. Hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa
kebijakan bukan situasi yang sifatnya individual maupun terasingkan (Iskandar,
2012).

Menurut Winarno (2012) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan bukan
hanya sekadar praktek dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga sebagai titik temu
dalam pengambilan keputusan yang sangat berbeda, istilah kebijakan seringkali
dikaitkan dengan program, keputusan, standar, tujuan, dan sebagainya. Pada
dasarnya, kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan
yang diinginkan, perlu dicari peluang-peluang dalam kebijakan tanpa bertentangan
dengan nilai-nilai sosial masyarakat (Winarno, 2012). Prinsipnya, agar suatu
kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan terletak pada implementasi atau
pelaksanaan kebijakannya. Bagi kebijakan yang bersifat publik, dapat
mengimplementasikannya melalui program-program atau formulasi yang telah
dirancang (Nugroho, 2011).

Sifat kebijakan pada awalnya ialah bersifat mendasar. Hal ini disebabkan
karena kebijakan mampu didasarkan sebagai pedoman umum dalam usaha untuk

tercapainya tujuan yang ditetapkan secara bersama (Desrinelti et al., 2021).
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Menurut Kartodihardjo (2017), kebijakan dapat menginformasikan dan dapat

memberikan hasil mengenai alternatif dari sikap manusia. Kebijakan tidak hanya

terfokus dengan peraturan yang berdampak pada perbuatan manusia, melainkan

juga cakupan dari kebijakan yaitu pada teknologi, sosial-budaya dan ekonomi.
Tahapan dalam pelaksanaan kebijakan publik menurut Sirajuddin (2014)

terdiri dari tujuh tahapan, ialah:

Mengidentifikasi dan merumuskan terkait masalah kebijakan.

Merumuskan bukti tentang masalah kebijakan

Menganalisis masalah kebijakan

Membuat keputusan dari masalah kebijakan.

Mengimplementasi dan memonitoring kebijakan tersebut

Mengevaluasi kebijakan yang ada apakah mencapai tujuan yang ditetapkan.

N o g s~ w D Pe

Mengkaji penyebab masalah, mengetahui dampak serta efektivitas dari
pelaksanaan kebijakan.

Tahapan akhir pada kebijakan ialah upaya dalam memperoleh suatu tujuan.
Suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya, jika kebijakan tersebut dapat ditetapkan
menjadi sebuah program yang lebih operasional sehingga mempermudah dalam
pelaksanaannya (Setyati, 2015). Pada dasarnya, kebijakan bermula dari individu
atau kelompok yang melakukan sejumlah tindakan/kegiatan dan/atau program
untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan tersebut dipatuhi dan dilakukan oleh
para pelaku (stakeholder) untuk menyelesaikan suatu persoalan tertentu (Haerul et
al., 2016).

Identifikasi masalah ataupun pilihan solusi kebijakan dalam suatu proses
kegiatan bukan hal yang sederhana, karena sebelum ditetapkannya kebijakan
tersebut terdapat proses yang dicapai untuk tujuan dari kebijakan itu sendiri
(Kartodihardjo, 2017). Masalah pada suatu kebijakan pada dasarnya terletak dalam
kerancuan tujuan kebijakan, kurangnya koordinasi pihak berwenang dan kesulitan
dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan (Salminah dan Aliviya, 2019).
Keberhasilan pada suatu kebijakan dipengaruhi oleh transparansi isi kebijakan, baik
dari aspek konsep dan praktis, sistem penyelarasan serta hubungan antar pihak, dari
pihak berwenang dan terdampak dari kebijakan tersebut (Salminah dan Aliviya,

2019). Evaluasi dari suatu pengelolaan yang dapat diterima oleh masyarakat ialah
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mengenai pengaturan tentang peraturan dan intruksi dari kebijakan (Alaerts, 2020).

Kebijakan pemerintah yang memfokuskan pada pembangunan dengan prinsip pro-

job, pro-poor dan pro-growth seringkali bertolakbelakang dengan upaya pelestarian

lingkungan (Wibowo, 2010).

Suwondo et al. (2018) menyatakan bahwa instrumen kebijakan
dipraktikkan guna memaksimalkan tata kelola yang terdapat di ekosistem gambut
melalui UU Nomor 32 tahun 2009 yang sifatnya ialah berhaluan ke arah perbaikan
keadaan sekarang (progresif) dalam perlindungan ekosistem. Krisis lingkungan
yang terjadi, khususnya pada isu kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997 hingga
klimaksnya yaitu pada tahun 2015 yang digolongkan sebagai bencana nasional
memaksa pemerintah untuk memanifestasikan regulasi terkait pengelolaan lahan
gambut melalui PP Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut jo. PP Nomor 57 tahun 2016. Selain mengenai hal tersebut,
terdapat juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan
guna melakukan pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut, diantaranya:

1) Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya

3) PerMenLHK Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemulihan Ekosistem
pada KSA dan KPA,

4) PerMenLHK Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata
Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut,

5) PerMenLHK Nomor P.15/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata
Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut,

6) PerMenLHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang
Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.

7) Keppres 48 Tahun 1991 rentang Ratifikasi Konvensi Ramsar (yaitu suatu
konvensi tentang lahan basah yang pertama kali dicetuskan di Kota Ramsar,
Iran, pada tahun 1971).

Transformasi kebijakan dalam pemanfaatan lahan gambut mengungkapkan

peralihan paradigma mengenai pengelolaan lingkungan yang awalnya bersifat
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antroposentris menjadi eksosentris dengan ideologi keberlanjutan. Selain itu, yang
awalnya berprinsip pembangunan berkelanjutan dengan memanifestasikan
keseimbangan ekologi, ekonomi dan sosial (shallow ecology) menjadi sesuatu yang
harus dilaksanakan untuk mencegah terjadinya krisis ekologi. Selanjutnya,
kebijakan akan mendapati pergeseran menuju dominansi ekologi (deep ecology),
sehingga memberikan hambatan terhadap pemanfaatan ekosistem gambut

(Suwondo et al., 2018).

Menurut Wibowo (2010) menyadari pentingnya peran lahan gambut
sebagai pengatur pengelolaan sumber daya air, sumber keanekaragaman hayati dan
simpanan karbon yang cukup besar, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan
berbagai peraturan untuk mencapai pengelolaan hutan gambut yang berkelanjutan
dan pengendalian kebakaran, yaitu antara lain:

1) Keppres No. 32/1990 mengenai larangan terhadap pembangunan di lahan
gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter.

2) Kepmen No.14/M. Ekon/12/2001 tentang arahan kebijakan nasional sumber
daya air, yang memperkenalkan mengenai pengelolaan sumberdaya air
terpadu.

3) PP No. 4/2001, mengenai larangan setiap penggunaan api dalam hutan.

4) Kepmen No. 260/Kep-11/1995 tentang petunjuk pencegahan dan pengendalian
kebakaran lengkap dengan petunjuk pelaksanaannya.

5) Kep. Dirjen PHPA No. 243/Kpts/DJ.VI/1995 tentang petunjuk teknis
pencegahan dan pengendalian kebakaran pada areal pengusahaan hutan dan
penggunaan lahan lainnya.

6) SK Ditjenbun No. 38/95 tentang Penyiapan lahan tanpa bakar untuk pembuatan
tanaman

7) UU No. 41/1999, Kehutanan pasal 78 ayat 3, 4 and 11 tentang sanksi hukum
penyebab kebakaran.

8) PP No 28/1985 tentang Perlindungan hutan.

Beberapa tahun belakangan ini, persoalan mengenai lahan gambut sudah
banyak terjadi dimana merupakan akibat dari perencanaan yang tidak tepat, matang
dan terpadu seperti halnya pada kasus Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar

yang dilangsungkan demi menuntaskan persoalan pangan di Indonesia (Triadi,
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2020). Hal tersebut juga terlihat pada pembukaan lahan gambut secara besar-
besaran dengan membuat drainase lebar, panjang dan dalam tanpa
mempertimbangkan kondisi kubah gambut yang dampaknya terasa pada sosial
ekonomi maupun lingkungan (Sandrawati, 2004; Mawardi, 2007). Pada
hakikatnya, hal tersebut memunculkan urgensi untuk melaksanakan upaya restorasi
lahan gambut sebagai upaya pemulihan dari fungsi ekosistem gambut. Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 dan perubahannya pada Peraturan Pemerintah
Nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
menyatakan bahwa untuk melakukan pemulihan ekosistem gambut yang rusak atau
terdegradasi, para pelaku kegiatan diharuskan melaksanakan rehabilitasi atau
restorasi ekosistem gambut. Pemulihan tersebut dapat dilaksanakan dengan
melakukan restorasi hidrologi, rehabilitasi vegetasi dan juga cara lainnya yang
mengikutsertakan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti paludikultur. Dalam
upaya pemulihan tersebut harus didasarkan pada aspek ekologi, produksi dan sosial
ekonomi (Triadi, 2020).

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan berprinsip yang berisi dari cara-cara supaya suatu
kebijakan dapat mencapai tujuan tersebut (Nugroho, 2011). Hal tersebut sesuai
dengan pendapat Howlett dan Ramesh (1995) dan Setyati (2015) yang menyatakan
bahwa implementasi kebijakan merupakan cara untuk melangsungkan suatu
kebijakan dan mencapai hasil tersebut. Nugroho (2003) menuturkan bahwa
implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu upaya agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya. Tahapan dalam implementasi dapat dilakukan apabila
sasaran, program dan tujuan dalam kegiatan yang dibuat dan ditentukan telah siap
serta dimanifestasikan untuk mencapai sasaran yang akan dicapai (Tresiana dan
Duadji, 2017). Implementasi kebijakan adalah suatu hal yang sulit dikarenakan
masalah yang ada terkadang tidak ditemui dalam konsep namun muncul di lapangan
(Nugroho, 2011).

Implementasi kebijakan mengaitkan antara tujuan kebijakan dan realisasi
dari hasil kegiatan pemerintah (Tresiana dan Duadji, 2017). Hal ini sejalan dengan
pendapat Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980) dan Akib (2010) bahwa peran
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implementasi ialah membentuk jaringan yang membolehkan tujuan kebijakan
publik dicapai melalui kegiatan instansi pemerintah yang mengikutsertakan
berbagai pihak yang bersangkutan. Formula implementasi merupakan suatu fungsi
yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil produk dan hasil dari suatu akibat
(Tresiana dan Duadji, 2017).

Tahapan implementasi kebijakan dimulai dengan rangkaian. Kegiatan
dimulai dari pembentukan organisasi, penyerahan orang, teknologi, sumber daya,
serta menetapkan prosedur untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai (Tresiana
dan Duadji, 2017). Tahapan implementasi merupakan kegiatan administrasi dari
suatu kebijakan. Dua pilihan langkah yang ada dalam sekuensi dapat dilakukan
dengan langsung mengimplementasikan kedalam suatu bentuk program atau
turunan kebijakan publik (Nugroho, 2011).

Implementasi kebijakan diperlukan karena berfungsi untuk memecahkan
dan mengatasi masalah yang terdapat dalam suatu kebijakan (Tresiana dan Duadiji,
2017). Studi implementasi kebijakan sendiri bukan sesuatu yang kaku, karena
terdapat masukan dari pengaruh berbagai cabang ilmu pengetahuan yang memberi
kontribusi terhadap implementasi kebijakan (Nugroho, 2017). Tujuan
implementasi kebijakan digabungkan dalam suatu program aksi maupun proyek
tertentu yang telah direncanakan dan didanai (Tresiana dan Duadji, 2017).
Implementasi kebijakan diaplikasikan sebagai evaluasi untuk memperkirakan
keseluruhan program berdasarkan tujuan kebijakan (Tresiana dan Duadji, 2017).

Implementasi kebijakan dibutuhkan untuk mengetahui kepatuhan kelompok
sasaran kebijakan. Oleh karena itu, faktor penting yang menentukan keberhasilan
implementasi kebijakan dapat dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok
sasaran (Akib, 2010). Menurut Ripley dan Franklin (1986) dan Akib (2010)
menuturkan bahwa demi tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan perlu
berlandaskan atas dasar tiga aspek, dimana: 1) tingkatan birokrasi terhadap
kepatuhan diatasnya, seperti disusun dalam undang-undang, 2) tidak adanya
masalah dan terciptanya kelancaran rutinitas; serta 3) perwujudan dan pengaruh
(manfaat) yang diinginkan dari semua program terarah.

Perwujudan dari suatu kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah proses

dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Pelaksanaan kebijakan
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mempunyai hasil berwujud aksi, aktivitas, mekanisme dan tindakan yang dirangkai
dalam sebuah sistem (Ramdhani dan Ramdhani, 2017). Pelaksanaan kebijakan
dapat juga dimaknai sebagai sebuah tindakan yang sistematik dan dilaksanakan
dengan sungguh-sungguh dan didasarkan pada acuan norma yang disesuaikan
untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang disepakati (Afandi and Warijo, 2015).

Kebijakan publik pada dasarnya membutuhkan model implementasi
kebijakan yang berlainan, ada beberapa kebijakan perlu dijabarkan secara top-down
dan ada yang lebih efektif apabila diimplementasikan secara bottom upper
(Nugroho, 2011). Tercapainya implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh isi
dari kebijakan itu sendiri (Tresiana dan Duadji, 2017). Ketelitian dari implementasi
kebijakan dapat dicapai dengan sejauh mana implementasi yang telah dilakukan
mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan (Nugroho, 2011). Sehingga dalam
melakukan implementasi tidak ada model terbaik yang dapat menentukannya,
namun dapat dipilih melalui pilihan model yang dapat ditentukan secara bijaksana
sesuai dengan kebutuhan kebijakan tersebut (Nugroho, 2011).

Keefektivitasan kebijakan terbagi menjadi lima dasar tepat yang perlu
dipenuhi dalam hal keefektivitasan implementasi kebijakan. Pertama, apakah
kebijakan tersebut telah tepat untuk memecahkan masalah yang hendak
dipecahkan. Kedua yaitu apakah kebijakan tersebut secara pelaksanaan di lapangan
tepat baik secara aktor implementasi maupun pihak pemerintahan. Ketiga yaitu
apakah kebijakan yang diterapkan telah menepati target yang akan dicapai.
Keempat yaitu apakah kebijakan tersebut tepat berada di lingkungan yang tepat,
karena lingkungan mempengaruhi bagaimana kebijakan berjalan. Ketepatan
kelima yaitu tepat secara proses, artinya pada saat kebijakan ditetapkan proses
dalam kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan siap untuk dilaksanakan. Kelima
tepat ini menjadi landasan untuk menilai keefektivitasan suatu kebijakan (Nugroho,
2011).

Implementasi kebijakan publik merupakan hal yang paling terberat dalam
semua rangkaian proses sebuah kebijakan publik baik dibandingkan dengan
perumusan, monitoring, maupun evaluasi kebijakan publik. Hal ini disebabkan

dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik terkadang harus berhadapan
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dengan berbagai kompleksitas permasalahan yang tidak dijumpai dan diprediksi
dalam konsep awal (Effendi dan Budiningsih, 2013).

2.4  Ekosistem Gambut dan Ancamannya

Gambut umumnya didefinisikan sebagai akumulasi sisa-sisa tanaman yang
ditemukan di bawah kondisi tergenang air, asam dan nutrisi rendah, yang
menyebabkan dekomposisi tidak lengkap (Rydin dan Jeglum, 2013; Yuli, 2010).
Daerah yang tertutup oleh lapisan gambut disebut sebagai lahan gambut (peatland)
(Rieley dan Page, 2008). Pembentukan gambut tergantung pada banyak faktor
penentu seperti keseimbangan kelembaban iklim positif, kelembaban relatif yang
tinggi, dan kondisi topografi dan geologi tertentu (Rieley dan Page, 2008). Gambut
terbentuk selama ribuan tahun dari sisa-sisa tanaman yang tidak sempurna
membusuk (Paavilainen dan Paivanen, 1995; Posa et al., 2011; Turetsky et al.,
2015). Terdiri dari lebih dari 70% air (Hooijer et al., 2010), gambut merupakan
ekosistem anaerobik dimana ketinggian muka air tanah perlu terus dijaga agar
gambut selalu basah (Wasten et al., 2008).

Gambut dapat dikategorikan sebagai jenis tanah yang jenuh terhadap air dan
dapat menopang air 1-13 kali bobotnya (Dariah et al., 2011; Prasetya dan Syaufina,
2020). Gambut sendiri terdiri dari bahan organik yang beberapa bagiannya terlerai
secara bebas dengan strukturnya lebih dari 50% karbon. Pada hakikatnya,
pembentukan gambut ialah suatu proses yang lamban dan hal ini menghabiskan
waktu sekitar 10 tahun untuk membentuk 1 cm gambut (Dion dan Nautiyal, 2008).
Beberapa definisi mengenai gambut yang umum diketahui sebagai acuan antara lain
sebagai berikut.

1. Gambut ialah tanah yang susunannya terdiri dari runtuhan vegetasi (serasah)
dengan ketebalan lebih dari 40-60 cm, dan tergantung dari berat jenis (BD)
juga tingkat dekomposisi bahan organik didalamnya (Soil Taxonomy);

2. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisasisa
tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 cm atau
lebih dan terakumulasi pada rawa (PP No 71/2014, Jo PP 57/2016).

Jenis lahan yang dihasilkan oleh penimbunan sisa-sisa bahan organik pada

lahan jenuh air yang memiliki tebal lebih dari 50 cm adalah definisi dari lahan
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gambut (Irma et al., 2018). Penimbunan ini disebabkan oleh lambatnya laju
dekomposisi relatif terhadap laju pemupukan bahan organik yang tergenang air
untuk waktu yang cukup lama. Berdasarkan klasifikasi tanah dari gambut, lahan
gambut termasuk pada taksonomi histosol atau tanah yang asalnya dari bahan
organik dan terhimpun dalam lahan marginal (Barchia, 2012). Lahan gambut
mempunyai kandungan bahan organik yang tinggi, pH rendah, nilai KTK
(kapasitas tukar kation) tinggi dan juga nilai kejenuhan basa (KB) rendah, semua
kandungan tersebut terakumulasi terhadap keadaan nutrisi yang rendah (Daryono,
2009). Lahan ini juga mempunyai struktur tanah yang lemah, tidak stabil dan
kadar air yang terdapat didalamnya cenderung tinggi juga vegetasi yang terbatas
dan merupakan kawasan yang seringkali mengalami perubahan.

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang terbentuk oleh
adanya penimbunan atau akumulasi bahan organik di lantai hutan yang berasal dari
reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu lama (ribuan tahun). Memiliki
ketebalan yang bervariasi antara dangkal, sedang dalam dan sangat dalam (Hartatik
et al., 2011). Lahan gambut juga sering disebut jenis lahan yang dihasilkan oleh
pemupukan sisa bahan organik pada lahan jenuh air yang tebalnya lebih dari 50 cm
(Irma et al., 2018). Akumulasi ini terjadi karena lambatnya laju dekomposisi
dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik di lantai hutan yang basah
atau tergenang. Secara fisik, lahan gambut merupakan taksonomi tanah organosol
atau tanah histosol yang umumnya selalu jenuh air atau terendam sepanjang tahun
kecuali didrainase (Barchia, 2012).

Lahan gambut dalam kondisi aslinya dapat menyediakan rumah bagi
berbagai vegetasi dan fauna (Nugroho et al., 2013). Peran penting dari lahan
gambut yaitu dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, perannya ialah sebagai
pemurnian dan pelepasan air, mitigasi kekeringan dan banjir serta habitat bagi
keanekaragaman hayati (Sundari et al., 2020). Iklim yang terdapat pada lahan
gambut selain menyokong dalam pelapukan kayu juga memiliki pengaruh penting
dalam konservasi lahan gambut yang umumnya akan berpengaruh terhadap siklus
karbon dan nitrogen (Henry et al., 2010; lida et al., 2012; Hergoualc’h dan Verchot,
2013).
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Ekosistem gambut seperti halnya ekosistem lahan basah berperan sebagai
pengatur sistem hidrologi, memastikan pasokan energi tercukupi, kawasan
pertanian, penyerap karbon, menjaga keanekaragaman hayati dan menjamin
stabilitas iklim (Windarni et al., 2018). Ekosistem ini juga rentan terhadap
kebakaran, hal itu disebabkan karena kandungan bahan organik dan kekeringan
terhadap lahan yang tinggi, porositas tinggi dan konduktivitas hidrolik vertikal yang
rendah (Pramudianto, 2018). Keberadaan kawasan ini dalam pemanfaatannya
berbeda dengan kawasan lain, dikarenakan kawasan gambut termasuk dalam
kawasan yang rentan terhadap kerusakan dan perbedaan pada karakteristik tanah
biasanya (Sabiham et al., 2012). Selain terkait pemanfaatannya, ekosistem gambut
juga di dalamnya mempunyai kandungan CH4 yang dihasilkan dari pelapukan kayu
dan di pengaruhi oleh iklim yang terletak di kawasan gambut itu sendiri (Jauhiainen
et al., 2016; Wright et al., 2011; Wong et al., 2020). Karena sifatnya yang asam,
tanah gambut masih diandalkan sebagai perkebunan dan manfaat lainnya
(Zulkarnaini dan Lubis, 2018).

Indonesia merupakan negara yang memiliki ekosistem gambut melimpah,
hal tersebut juga memberikan banyak manfaat diantaranya ialah memasok hasil
hutan kayu maupun non kayu, menyimpan dan menyediakan air, sebagai
penyimpan cadangan karbon dan juga berperan sebagai tempat perlindungan
keanekaragaman hayati, dengan keberadaan flora dan fauna yang unik dan tidak
ditemukan di ekosistem lainnya (Yuliani, 2018). Struktur tegakan pohon yang
berada di kawasan ini sangat beragam, mulai dari tegakan sejenis Callophyllum
inophyllum L. hingga struktur tegakan campuran (Mirmanto, 2010; Heiyanto et al.,
2020).

Beragam manfaat dan fungsi yang dimiliki ekosistem gambut,
menjadikannya sebagai perhatian dan komitmen dunia terhadap kelestarian dalam
sistem pengelolaannya (Aswandi et al., 2015). Sedangkan, ekosistem gambut di
Indonesia keberadannya terus mendapati beragam gangguan dan juga kerusakan
yang disebabkan oleh pola pemanfaatan yang dilakukan secara tidak bijaksana
(Darmawan et al., 2016). Hal tersebut mengindikasikan pada meningkatnya
kebutuhan akan lahan, penebangan dan juga kebakaran yang mengakibatkan

terdegradasinya luasan lahan gambut (Suwondo et al., 2011). Kebakaran yang
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disebabkan oleh manusia di ekosistem gambut yang tidak beradaptasi dengan api
menjadi fenomena yang terjadi secara berulang di seluruh Indonesia dalam
beberapa dekade terakhir (Bowman et al., 2009). Kebakaran seringkali diawali
dengan api ukuran kecil yang dinyalakan untuk membuka lahan demi memenuhi
permintaan lahan pertanian yang belum pernah terjadi sebelumnya (Knorr et al.,
2014; Curtis et al., 2018).

Ekosistem gambut yang terdegradasi mengakibatkan beragam vegetasi dan
satwa didalamnya terancam. Degradasi ekosistem gambut dapat berdampak buruk
terhadap lingkungan, khususnya emisi karbon ke atmosfer (Kurnianto et al., 2014;
Lengetal., 2019; Ng et al., 2021). Degradasi tersebut salah satu penyebabnya ialah
dari kebakaran. Kebakaran yang terjadi ini disebabkan oleh kawasan yang
mumpuni karena terdapat bahan bakar diantaranya material organik gambut,
oksigen dan adanya pemicu kebakaran (Sudiana, 2019). Kebakaran tersebut
pemicunya ialah praktik pembukaan lahan pertanian yang dilakukan oleh
masyarakat. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh praktik tebang-bakar untuk
menyiapkan lahan pertanian yang biasanya dilaksanakan oleh perkebunan ataupun
masyarakat lokal terkhusus pada sekitar kawasan yang terdegradasi (Akbar, 2015;
Harisson et al., 2016). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut diakibatkan oleh
kurangnya pengetahuan mengenai sistem pertanian ramah lingkungan yang
menjadikan bencana kebakaran lahan secara berkelanjutan. Hal tersebut dapat
mengakibatkan hilangnya sumber mata pencaharian penduduk sekitar yang mata
pencaharian utamanya adalah petani (Darmawan et al., 2016). Dengan berbagai
kondisi tersebut maka diperlukan pengelolaan ramah lingkungan agar tidak terjadi
kerusakan pada karakteristik lahan gambut (Masganti et al., 2014).

Menurut kajian Nasution dan Taupigqurahman (2020) didapatkan bahwa
masyarakat lebih sering melakukan kegiatan pembukaan lahan pertanian dengan
cara membakar. Hal tersebut dipilih karena dalam praktiknya pembukaan lahan
dengan cara membakar tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang
sedikit atau dapat dikatakan lebih efektif dan efisien. Sedangkan, apabila
masyarakat melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara manual maka akan
memerlukan waktu dan juga biaya yang lebih dibandingkan membakar lahan

pertanian yang akan dibuka. Penelitian menurut Arifudin et al. (2019) juga
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menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kebiasaan membakar lahan gambut

untuk dijadikan sebagai aktivitas pembukaan lahan yang berakibat pada kebakaran

lahan gambut. Pengakuan oleh masyarakat sekitar mengatakan bahwa membuka
lahan dengan cara menebas semak belukar juga pepohonan yang kemudian
dibiarkan mengering lalu dibakar.

Degradasi lahan gambut salah satu penyebabnya tidak luput dari aktivitas
manusia. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya struktur vegetasi yang
berubah dan juga perubahan pada tanah gambut. Perubahan-perubahan tersebut
dapat berlangsung secara bersama-sama ataupun hanya salah satunya (Irma et al.,
2018). Menurut Masganti et al. (2014) secara singkat, terdapat empat aktivitas
manusia yang menjadi penyebab degradasi, diantaranya:

a. Kebakaran lahan yang berakibat pada penipisan lapisan gambut sehingga hal
tersebut memacu tersingkapnya lapisan tanah mineral miskin hara yang
letaknya di bawah lapisan gambut, akibatnya tanaman tidak tumbuh dengan
maksimal dan berproduksi secara maksimum. Keadaan tersebut menyebabkan
banyak lahan yang terabaikan. Selain itu, kebakaran gambut pun menyebabkan
laju subsidensi gambut lebih meningkat. Subsidensi tersebut diikuti dengan
pelepasan gas rumah kaca (GRK), sehingga lingkungan tanah, air dan udara
semakin tercemar hingga unsur n dalam tanah menguap dikarenakan
pembakaran.

b. Kegiatan penambangan yang menyebabkan terbaliknya profil tanah. Kegiatan
tersebut biasanya ditunjukkan dengan tanah yang awalnya berada di lapisan
bawah digali kemudian diletakkan ke permukaan dan biasanya tersisa tanah
yang gundul. Tanah-tanah tersebut umumnya miskin hara dan mengandung
toksik bagi tanaman sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh petani.

c. Pemicu degradasi lahan gambut dapat diakibatkan melalui penebangan kayu.
Hal tersebut dikarenakan adanya pembuatan saluran untuk mengangkut kayu,
pembuatan jalan dengan menggunakan tanah bagian bawah untuk pemadatan,
dan menyusutnya kapaistas kawasan untuk menahan air akibat kurangnya
pohon. Terutama apabila jika penebangan tersebut tidak mengindahkan
keseimbangan ekologi.
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Kebakaran yang terjadi pada ekosistem gambut ini pun dapat diakibatkan
oleh tingkat kematangan lahan gambut. Hal tersebut dikarenakan kandungan fibrik
yang terdapat pada gambut belum matang yang berpotensi sangat mudah untuk
terbakar (Febrianti et al., 2018). Selain itu, kebakaran juga dapat timbul apabila
tinggi muka air tanah kurang dari 10 cm dimana hal tersebut sudah mengalami
degradasi lahan yang parah. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan
Pemerintah No. 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem
gambut, menyatakan bahwa tinggi muka air harus diterapkan pada tinggi 40 cm
(Sulaiman et al., 2017).

Kebakaran yang terjadi dapat diakibatkan karena adanya kemarau panjang
dan penggalian drainase gambut secara eksesif. Pada musim kemarau yang terjadi,
menyebabkan lahan gambut menjadi kering dan mempermudah terjadinya
kebakaran lahan dengan pesat sehingga sulit untuk diatasi dengan pemadaman. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa restorasi lahan gambut perlu dilangsungkan guna
mengonversikan ekosistem gambut. Menurut Yusuf et al. (2020), menyatakan
bahwa kebakaran berdasarkan sumber apinya dapat dikelompokkan menjadi tiga
tipe, yaitu:

a. Kebakaran bawah permukaan, adalah bentuk kebakaran gambut yang sifatnya
sulit untuk dipadamkan dan diketahui pemicunya dikarenakan api didasar
sehingga tidak tampak.

b. Kebakaran permukaan, seperti kebakaran yang terjadi pada permukaan tanah
yang penyebabnya ialah pembakaran limbah pembalakan atau akibat dari
terbakarnya semak belukar.

c. Kebakaran tajuk atau batang, kebakaran ini terjadi akibat dari pemindahan api
dari kebakaran permukaan. Kebakaran jenis ini sangat dipengaruhi oleh angin
yang bertiup semakin kencang maka akan menimbulkan api yang semakin
besar.

Kebakaran ekosistem gambut yang kerap terjadi merupakan salah satu
penyokong emisi tertinggi selama terjadi pada musim kemarau (Liu et al., 2017).
Selain itu, kebakaran ekosistem gambut memiliki dampak pada ekonomi dan
kesehatan masyarakat maupun tumbuhan (Harisson et al., 2016) serta membawa

dampak pada hilangnya permukaan lahan gambut yang menyebabkan subsidensi
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lahan semakin cepat (Hooijer et al., 2012). Dampak yang diakibatkan juga terjadi
pada sungai di sekitar ekosistem gambut, dimana sungai gambut akan mengalami
penurunan pH yang berakibat pada penurunan jumlah ikan di sungai tersebut
(Thornton et al., 2018). Pemulihan lahan gambut akan sulit dilakukan apabila lahan
gambut lapisan atas habis terbakar dan hanya menyisihkan lapisan bawah (Pinem,
2016). Maka hal tersebut dapat dijadikan penguat untuk melakukan kegiatan
perlindungan dan restorasi ekosistem gambut untuk mengembalikan fungsi
ekosistem gambut sebagaimana mestinya (Posa et al., 2011; Cole et al., 2015).
Tindakan yang dapat dilakukan lainnya yaitu pembinaan maupun pengawasan pada
masyarakat yang mata pencahariannya yaitu petani agar tindakan preventif dapat
dilakukan untuk mencegah pembakaran lahan (Herman, 2012).

Ekosistem lahan gambut dunia meliputi area seluas 398 juta ha, sekitar 34—
45 juta ha di antaranya berada di iklim tropis, dengan sekitar 56,6% (25 juta ha) di
Asia Tenggara (Andriesse, 1988; Page at al., 2009; Badan Restorasi Gambut,
2017). Di Indonesia, lahan gambut mencakup area sekitar 13,4-14,9 juta ha (Ritung
et al., 2011; Anda et al., 2021), terutama di Sumatera (5,85 juta ha), Kalimantan
(4,54 juta ha), Papua (3,01 juta ha) dan Sulawesi (0,03 juta ha) (Anda et al., 2021),
dengan distribusi utama terlihat pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1 terlihat
bahwa sebaran lahan gambut tropis di Indonesia cukup luas. Selain manfaatnya
yang sangat besar, sebaran gambut yang luas, jika tidak dikelola dengan baik, akan

menimbulkan bencana seperti kebakaran lahan gambut.
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Gambar 2. Sebaran utama lahan gambut di Indonesia, di empat pulau besar yaitu
Sumatera (43,5%), Kalimantan (33,8%), Papua (22,4%) dan Sulawesi
(0,3%) (Yuwati et al., 2021).

Kondisi yang kering di ekosistem gambut menyebabkan ekosistem ini
khususnya di Tahura OKH telah mendapati peristiwa kebakaran secara berkala.
Kebakaran hebat yang terjadi pada tahun 2015 berakibat pada ekosistem gambut
yang lebih dari 70% berubah menjadi area terbuka, sementara sisanya masih areal
berhutan (Tamin et al., 2019). Salah satu lahan bergambut yang sedang mengalami
proses rehabilitasi dan peningkatan kualitas lahannya ialah Tahura OKH. Dahulu
Tahura ini dikenal dengan nama Sekitar Tanjung. Tahura OKH berada dalam
administrasi Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki luasan lahan gambut kedua
terbanyak (229.703,90 ha atau 31%) setelah kabupaten Tanjung Jabung Timur
(41%) berdasarkan data RTk-RHL BPDAS Batanghari tahun 2012 (Napitupulu et
al., 2018).

Tahura OKH adalah satu-satunya kawasan konservasi (khusus tahura) yang
mempunyai tipe ekosistem gambut di Indonesia (Wulandari et al., 2021a) yang
keberadaannya sangat rentan dan mudah terbakar (Tamin et al., 2019). Keberadaan
tahura memegang peranan yang strategis yaitu sebagai kawasan hutan gambut
untuk penyangga kehidupan di sekitarnya. Utamanya sebagai pengendali sistem
hidrologi di kawasan gambut. Hanya saja, sampai saat ini kawasan gambut terus
menerus mengalami tekanan yang luar biasa salah satunya yaitu ancaman
kebakaran lahan. Tercatat sejak kebakaran besar 1997, tahura ini ikut terbakar,
berulang ditahun 2007, 2011, 2015 dan 2019 sehingga menyebabkan kerusakan.
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Kebakaran ini menyebabkan areal kawasan di Tahura OKH menjadi daerah
terbuka, dan sisanya yang tidak terkena kebakaran masih menjadi areal berhutan
(Aini, 2021). Berdasarkan hal tersebut kebutuhan akan restorasi ekosistem gambut

semakin tinggi tiap tahunnya karena kebakaran hutan terjadi hampir setiap tahun.

2.5  Restorasi Gambut

Restorasi merupakan proses untuk membantu pemulihan ekosistem yang
telah terdegradasi, rusak atau musnah karena aktivitas manusia secara langsung
maupun tidak langsung atau oleh gangguan alam (Chazdon dan Brancalian, 2019;
Wulandari et al., 2021a). Chazdon et al. (2016) menyatakan bahwa restorasi
bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan konteks lokal. Restorasi ekosistem
dimaksudkan sebagai upaya mengembalikan struktur, produktivitas, dan
keanekaragaman jenis hutan pada kondisi awalnya agar proses dan fungsi ekologi
hutan sama atau mendekati kondisi awalnya (Rochmayanto et al., 2020). Definisi
ini sejalan dengan ITTO & IUCN (2005), yang menggarisbawahi restorasi hutan
sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengembalikan kemampuan ekosistem
hutan yang telah terdegradasi atau gundul untuk mendukung atau mempertahankan
proses ekologi hutan dan keanekaragaman hayatinya yang kaya serta untuk
meningkatkan kesejahteraan manusia. Ketika degradasi ekosistem dapat dibalik
dan kelestarian kondisi historis masih memungkinkan untuk ditingkatkan melalui
tindakan pengelolaan, pendekatan standar dapat digunakan untuk memulihkan
ekosistem.

Untuk mengembalikan kembali fungsi dari ekosistem yang mengalami
degradasi, dibutuhkan upaya restorasi. Proses untuk menunjang pemulihan suatu
ekosistem yang mengalami degradasi, rusak maupun musnah adalah definisi dari
restorasi ekosistem. Restorasi ialah kemampuan yang komprehensif untuk memicu
dan memacu pemulihan terhadap kesehatan (proses fungsi), struktur dan komposisi
(integritas), dan kelestarian (ketahanan terhadap gangguan dan resiliensi) ekosistem
(Clewell et al., 2005; Gunawan dan Subiandono, 2013). Mengingat keterikatan
antara proses dan fungsi ekosistem, maka untuk mendapatkan kembali fungsi-
fungsi tersebut diperlukan pemulihan pada level lansekap (Maginnis dan Jackson,
2003).
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Dalam strategi restorasi ekosistem hutan, keikutsertaan masyarakat
dibutunkan untuk mengidentifikasi dan memastikan secara tepat aktivitas
pembukaan lahan yang akan mendukung pemulihan fungsi hutan secara
menyeluruh.  Hal tersebut ditekankan pada optimalisasi fungsi ekologi dan
pemeliharaan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tujuan dari strategi ini merupakan
untuk mendukung hubungan yang terjadi antara pembangunan pedesaa, kehutanan,
dan manajemen konservasi sumberdaya alam lainnya (IUCN, 2005). Menurut
Clewell et al. (2005), sebelum dilakukan kegiatan restorasi ekosistem hutan,
beberapa kegiatan perlu dirancang sebagai dasar penyusunan rencana, diantaranya:
Mengidentifikasi kebutuhan restorasi ekosistem
Identifikasi tipe-tipe ekosistem yang harus direstorasi
Identifikasi tujuan restorasi
Identifikasi kondisi fisik tapak
Identifikasi tekanan yang akan ditangani
Identifikasi identifikasi jenis intervensi biotik yang diperlukan
Identifikasi kendala

Menetapkan ekosistem referensi

© ©o N o g bk~ w DD

Mengumpulkan informasi terkait ekologi spesies kunci

[EEN
o

. Menyiapkan kesediaan atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
implementasi

Restorasi ekosistem ialah gerakan pemulihan terhadap suatu ekosistem yang
telah mendapati kerusakan salah satu penyebabnya ialah kebakaran lahan gambut.
Tujuan restorasi ini untuk menjaga fungsi hutan, memastikan perlindungan dan
pemeliharaan hutan, memulihkan tingkatan keanekaragaman hayati maupun nin
hayati, optimalisasi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, tercapainya
kelestarian serta memberikan fasilitas untuk rehabilitasi. Pernyataan tersebut
sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor 8 tahun 2020, menyatakan bahwa restorasi gambut adalah upaya
pemulihan untuk menjadikan fungsi ekosistem gambut atau bagiannya berfungsi
kembali seperti semula. Restorasi ekosistem gambut dapat dilaksanakan dengan
pengelolaan kembali fungsi hidrologi dimana kubah gambut menjadi penyimpan

air dalam jangka panjang sehingga gambut tetap basah dan sukar untuk terbakar.
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Pembaruan terhadap keadaan hutan rawa gambut terdegradasi yang
disebabkan oleh kebakaran dapat dilaksanakan dengan upaya restorasi, guna
memulihkan ekosistem gambut kembali ke struktur semula (Page et al., 2011).
Restorasi lahan gambut merupakan agenda lingkungan yang penting di Indonesia
karena membantu dalam menahan penyebaran api, mengurangi emisi gas rumah
kaca, dan mitigasi perubahan iklim (Warren et al., 2017). Restorasi gambut sebagai
upaya mempercepat pemulihan fungsi ekosistem rawa gambut pada satu kesatuan
hidrologis gambut, untuk perlindungan dan pengaturan tata air alaminya. Restorasi
lahan gambut dilaksanakan dengan tiga pendekatan yaitu pembasahan kembali
(rewetting), revegetasi (revegetation), dan revitalisasi ekonomi lokal (revitalization
of local economy) yang secara terintegrasi dikenal dengan restorasi gambut
terintegrasi. Restorasi lahan gambut oleh BRGM dilaksanakan di kawasan
budidaya milik masyarakat, kawasan lindung dan konservasi (Gunawan dan
Afriyanti, 2019).

Penerapan restorasi gambut harus dilakukan dengan cermat, dikarenakan
apabila pelaksanaan tidak terorganisir maka dapat menimblukan dampak dan biaya
yang banyak (Glauber et al., 2016). Restorasi lahan gambut demi menjaga jumlah
air dalam tanah dapat dilaksanakan dengan beragam teknik dan metode.
Penggunaan teknik yang dapat dilakukan ialah dengan pengolahan tanah,
manajemen air atau dengan menanam tanaman yang akarnya kuat memgang air
(Haapalehto et al., 2011; Karofeld et al., 2015).

Restorasi lahan gambut yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia
menggabungkan tiga kegiatan: pembasahan tanah, revegetasi hutan, dan revitalisasi
mata pencaharian. Sangat penting untuk mengidentifikasi opsi pengelolaan lahan
gambut berkelanjutan untuk mendukung ketiga kegiatan tersebut. Opsi ini harus
menyediakan pengaturan yang menciptakan (kesadaran akan) manfaat ekologis dan
ekonomi jangka panjang dari restorasi lahan gambut, sambil mengamankan
pendapatan dan pasokan makanan yang stabil (Schaafsma et al., 2017). BRG
adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat dalam upaya
penecgahan kebakaran serta mitigasi perubahan iklim. Restorasi gambut sebagai
cara untuk memperlancar pemulihan fungsi ekosistem gambut pada satu kesatuan

hidrologis gambut dan juga perlindungan tata air.
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Rochmayanto et al. (2021) menuturkan bahwa upaya dan perwujudan
restorasi ekosistem gambut membutuhkan pengetahuan terkait kondisi, situasi
biofisik dan juga sosial-budaya masyarakat di sekitarnya. Restorasi lahan gambut
dalam pelaksanaannya dilakukan dengan strategi pembasahan kembali (rewetting),
penanaman kembali (revegetation) dan revitalisasi mata pencaharian
(revitalization). Rewetting dilakukan dengan penyekatan kanal demi mengurangi
turunnya muka air tanah (maksimal -40 cm) pada kawasan gambut, cara ini
berpengaruh dalam penurunan risiko kebakaran hutan serta lahan gambut
(Gunawan dan Afriyanti, 2019). Revegetasi dibutuhkan karena regenerasi alami
pada lahan gambut akibat kebakaran cenderung berlangsung lama (Eijk dan
Leenman, 2009). Selain itu, revitalisasi mata pencaharian dilakukan dengan
komoditi yang mempunyai nilai ekonomi ramah terhadap gambut yang basah
(Gunawan dan Afriyanti, 2019).

Berbagai potensi yang dimiliki lahan gambut salah satunya ialah untuk
mengembangkan kemampuan pada masyarakat dan memberikan dampak positif
terhadap ekonomi di sekitarnya jika dikelola dengan benar. Revitalisasi mata
pencaharian bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di lahan
gambut, pemanfaatan tersebut salah satunya adalah pemanfaatan komoditas lahan
gambut secara berkelanjutan (Goib et al., 2019). Berdasarkan hasil laporan kerja,
pencapaian BRG telah membuat sebanayak 2.295 kelompok masyarakat (Pokmas)
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pertanian. Kegiatan
tersebut terbukti mengurangi aktivitas pembakaran lahan. Selain itu, kegiatan
untuk mengingkatkan nilai tambah tanaman lokal dilakukan melalui pembuatan
kerajinan rumput purun hingga pembuatan kain tenun (BRG, 2021).

Beragam komoditas dapat dikembangkan pada lahan gambut diantaranya
ialah komoditi pertanian, perkebunan, akuakultur, ternak dan yang lainnya. Akan
tetapi, dengan kondisi terdegradasinya lahan gambut menyebabkan perubahan
karakterisasi baik sifat fisik, kimia dan biologi pada lahan gambut (Masganti et al.,
2014). Budidaya tanaman yang dilakukan pada lahan gambut salah satunya ialah
dengan cara paludikultur. Paludikultur adalah budidaya tanaman yang kuat
terhadap kondisi genangan basah dengan menghasilkan biomassa yang cukup tanpa
berdampak negatif terhadap lahan gambut (Lisnawati et al., 2019). Pelaksanaan ini
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juga membentuk tutupan vegetasi pelindung untuk mengurangi kekeringan dan

bahaya kebakaran. Aspek terpenting dari paludikultur di lahan gambut yang

terdegradasi adalah mendukung pembasahan kembali gambut ke tingkat yang
mendekati alami. Biomassa di atas permukaan tanah dan produksi primer

merupakan kepentingan sekunder (Giesen dan Sari, 2018).

Paludikultur dianggap sebagai praktik pengelolaan lahan gambut
berkelanjutan yang melibatkan budidaya tanaman dalam kondisi basah.
Paludikultur adalah pendekatan budidaya rawa untuk memulihkan lahan gambut
yang terdegradasi dan menjadikannya bermanfaat secara ekonomi (Schéafer, 2012;
Wichtmann dan Joosten, 2007). Selain itu, program revitalisasi masyarakat juga
termasuk dalam pemberdayaan masyarakat guna menggarap lahan gambut sebagai
tempat budidaya, diantaranya ialah nanas, sagu, purun dan tanaman padikultur lain
seperti perikanan air tawar (Widyastutik et al., 2021). Spesies tanaman paludikultur
berdasarkan data dari WRI (2018) terbagi menjadi empat kategori diantaranya
ialah:

1. Kategori spesies “hasil cepat” seperti purun atau kastanye air (Eleocharis
dulcis), kangkong atau bayam air (Ipomoea aquatica), pare atau labu pahit
(Momordia charantia), gambir atau merambat (Uncaria gambir), pakis yang
dapat dimakan (Nephrolepis biserrate dan Stenochlaena palustris).

2. Spesies komersial masuk pada kategori kedua, terdiri dari gaharu (Aquilaria
beccariana), kayu putih atau gelam (Melaleuca cajuputi), sagu (Metroxylon
sagu), jelutung (Dyera polyphylla), gemor (Nothophoebe coriacea dan
Nothophoebe umbrelliflora).

3. Kategori ketiga ialah spesies komersial yang memerlukan uji lanjutan (uji
hasil) diantaranya, manggis (Garcinia mangostana), rambutan (Nephelium
lappaceum), jambu air (Syzygium aqueum), tengkawang atau kacang illipe
(Shorea stenoptera, S. Pinanga, S. Seminist, S. Macrophylla), kemiri (Aleurites
moluccana), matoa (Pometia pinnata), salam (Syzygium polyanthum), dan
ketapang (Terminalia catappa).

4. Spesies lain yang mempunyai potensi termasuk kedalam kategori keempat.
Akan tetapi, spesies ini membutuhkan studi ekologi dan studi pasar lebih lanjut
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seperti, asam rawa (Mangifera griffithii), jelutung (D. Costulata), rotan sega
(Calamus caesius).

2.6  Persepsi Masyarakat

Persepsi ialah proses individu mengenali objek dan kejadian yang sifatnya
objektif dengan melalui panca indera. Persepsi adalah proses masuknya informasi
terkait dengan interaksi manusia dengan lingkungannya secara terus menerus
melalui panca indra manusia yaitu indra pengelihatan, indra pendengaran, indra
penciuman, indra perasa dan indra peraba. Persepsi adalah proses yang
menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia (Fitriah, 2015).
Menurut Dewinta et al. (2018), setiap orang mempunyai kecenderungan dalam
melihat suatu hal atau objek yang sama dengan caranya masing-masing. Tadesse
dan Taketay (2017) menyatakan bahwa perbedaan tersebut dapat diberkorelasi
dengani oleh banyak faktor, diantaranya yaitu pengetahuan, pengalaman dan sudut
pandang darimana individu tersebut melihat.

Menurut Rakhmat (2011), persepsi merupakan pengalaman tentang obyek,
peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan
informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga disebut sebagai inti komunikasi,
karena jika persepsi tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif.
Persepsi lah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan
yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah
dan semakin sering mereka berkomunikasi (Sarwono, 2010). Persepsi merupakan
tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan, proses seseorang
mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Persepsi adalah proses
pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus (Helen,
2017).

Persepsi memiliki kaitan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu
objek tertentu melalui cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera
yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menginterpretasikannya.  Untuk
mempermudah mengartikan persepsi, dapat dijabarkan pada beberapa pengertian

sebagai berikut.
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a. Persepsi merupakan proses psikologi yang dialami seseorang untuk melakukan
suatu hal atau tidak melakukan suatu hal didasari oleh stimulan tertentu (Tuty
et al., 2017). Persepsi juga dapat dikatakan sebagai pengalaman untuk
mengartikan makna dari seorang atau objek yang dilihat.

b. Persepsi ialah proses penyimpulan sikap psikologi dari persepsi mencakup
penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis. Interprestasi
yang dihasilkan melalui persepsi pada dasarnya penyimpulan atas informasi
yang tidak lengkap. Dengan kata lain mempersepsikan makna adalah
melompat pada suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atas data
yang dapat ditangkap oleh indra (Novayanti et al., 2017).

Persepsi pada prosesnya terjadi secara otomatis, sehingga setiap individu
yang berbeda dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap objek yang sama.
Wulandari (2010) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang
memberikan kesadaran bagi seseorang tentang suatu objek diluar dirinya melalui
panca indra. Seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun
objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal
sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.

Persepsi masyarakat merupakan tanggapan atau pengetahuan lingkungan
dari kumpulan individu-individu yang saling berinteraksi karena mempunyai nilai-
nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama
berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu
identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera. Adapun faktor
yang mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu pelaku persepsi yang memandang
dan menilai apa yang dilihatnya, target atau objek seperti kecenderungan untuk
mengelompokkan benda-benda yang berdekatan, dan situasi untuk melihat konteks
objek (Zainal, 2015).

Kurnia et al. (2021b) menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria yang
digunakan untuk mengetahui persepsi seseorang terhadap kegiatan pemulihan
ekosistem gambut, yaitu: (1) lamanya menetap, (2) pendapatan, (3) pendidikan, (4)
usia dan (5) luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui
dari beberapa kriteria yaitu:
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a. Pendidikan ialah suatu proses pembelajaran dalam mengembangkan suatu
kepribadian dan kemampuan seseorang yang dilakukan dalam aktivitasnya
baik di sekolah maupun yang sedang berlangsung. Pendidikan berpengaruh
terhadap persepsi masyarakat dimana semakin tinggi pendidikan seseorang
semakin mudah orang menerima informasi baik dari orang lain maupun dari
media massa (Notoatmodjo, 2003).

b. Pendapatan seseorang sangat berpengaruh terhadap persepsi seseorang dalam
kegiatan pemulihan lahan. Hal tersebut dipengaruhi oleh profesi dan tempat
seseorang, karena hal ini mempengaruhi besarnya pendapatan. Pendapatan
yang dihasilkan akan menjawab pertanyaan dengan apa yang dikelola dan
dikerjakan masyarakat.

c. Usia merupakan satuan waktu yang mengukur lamanya keberadaan seseorang.
Penduduk yang memiliki usia produktif mampu bekerja dengan baik, dapat
menciptakan hal-hal baru, berpikir rasional dan mandiri (Aprilyanti, 2017).
Usia seseorang sangat berpengaruh terhadap kegiatan pemulihan ekosistem
gambut.

Masria et al. (2015), menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap hutan
yang tergolong baik tidak menjamin terjadinya sikap yang positif, malah sebaliknya
dapat bersifat negatif. Banyak faktor yang memengaruhi terutama kepentingan
untuk memperoleh keuntungan pribadi secara sesaat. Irawan et al. (2017),
menyatakan bahwa sekalipun persepsi masyarakat baik terhadap hutan tidak
menjamin terjadinya sikap yang positif, malah sebaliknya negative dan diketahui
bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi hasil tersebut, salah satunya

adalah terkait pemahaman terhadap batas hutan yang dimiliki masyarakat.



I11. METODE PENELITIAN

3.1  Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober
2022. Lokasi penelitian bertempat di Desa Jebus dan Desa Gedong Karya,
Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. Desa Jebus terletak pada titik
koordinat 1°20°38.85”-104°1°58.90” dengan luas wilayah sebesar 14,06 km?, dan
Desa Gedong Karya terletak pada titik koordinat S 01°22°12.68”-E 103°59°56.28”
dengan luasan sebesar 21,19 km?. Lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian
karena letaknya yang berbatasan langsung dengan kawasan Tahura OKH. Peta

lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Peta lokasi penelitian.
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3.2  Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian antara lain kamera, alat tulis,
laptop/komputer, electronic recorder sebagai alat bantu pengambilan data lapangan
dalam pelaksanaan penelitian, Microsoft excel, dan Software SmartPls 3.0.
Sedangkan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian berupa kuesioner
sebagai pedoman wawancara yang terdiri dari panduan pertanyaan wawancara
mendalam mengenai implementasi kebijakan restorasi gambut di Tahura OKH dan
juga kuesioner tertutup mengenai persepsi terhadap efektivitas implementasi
kebijakan restorasi gambut, dokumen-dokumen terkait kebijakan restorasi gambut
serta berbagai literatur yang mendukung hasil penelitian.

3.3 Jenis Data

Menurut Kurniawan (2016) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan
demi mencapai tujuan penelitian, maka dilakukan pengumpulan data. Data yang
dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan dua jenis data. Data tersebut yaitu
data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara
langsung berupa hasil observasi lapangan (Herwanti, 2015) dan dengan mengikuti
kriteria yang telah disiapkan (Sulistyorini et al., 2022). Sementara data sekunder
dikumpulkan dari studi pustaka (Latupapua et al., 2019). Menurut Sabilla et al
(2017), wawancara dilaksanakan sebagai cara untuk mendapatkan data primer,
sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai studi pustaka yang relevan
dengan penelitian.

Data primer yang diperoleh pada penelitian ini yaitu berupa informasi
mengenai implementasi kebijakan restorasi gambut di Tahura OKH (isi kebijakan
dan konteks implementasi) dan persepsi tentang efektivitas implementasi kebijakan
tersebut. Informasi-informasi yang dikumpulkan antara lain:

1. Informasi yang didapatkan dari implementor kebijakan restorasi gambut di
Tahura OKH yang merujuk pada Teori Grindle (1980) dengan dua variabel
pendekatan yaitu (1) isi kebijakan (kepentingan kelompok sasaran, tipe
manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan,
pelaksana program dan sumberdaya yang dikerahkan) dan (2) konteks

implementasi (kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
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karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap). Menurut
Tahir (2014) menyatakan bahwa isi kebijakan menandakan kedudukan
pembuat kebijakan dan posisi pembuat kebijakan memengaruhi seperti apa
implementasi kebijakan. Sedangkan, faktor atau variabel konteks berkenaan
dengan lingkungan dimana kebijakan itu dibuat dan kegiatan tata kelola
dilaksanakan.

2. Informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar Tahura OKH mengenai

persepsi terhadap efektivitas implementasi kebijakan restorasi gambut.

Data sekunder atau data pendukung juga diperlukan dalam penelitian ini.
Data tersebut diperoleh untuk menyempurnakan bahan kajian melalui penelusuran
literatur yang berasal dari jurnal, buku, skripsi, tesis, prosiding atau yang lainnya
yang dapat menunjang penelitian ini. Adapun data sekunder yang dikumpulkan
pada penelitian ini ialah file-file terkait restorasi gambut seperti kebijakan-
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam
cakupannya pemerintah daerah provinsi Jambi serta data pendukung lain yang

didapatan melalui kajian literatur.

3.4  Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini diawali dengan menggunakan teknik
wawancara mendalam (in-depth interview), teknik ini diterapkan karena informasi
yang akan diperoleh didapatkan dari informan terpilih (Madaul et al., 2023).
Wawancara mendalam dilakukan secara terbuka dan terstruktur dengan tujuan
supaya mendapatkan informasi yang lengkap dengan menggunakan daftar dan
panduan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum wawancara dilakukan
(Diniyati, 2010). Wawancara dilakukan kepada informan kunci yang terlibat dalam
kebijakan restorasi gambut dan implementasinya di Tahura OKH. Teknik ini
digunakan untuk memperoleh data mengenai isi kebijakan restorasi gambut dan
konteks implementasi kebijakan tersebut dengan informan yaitu implementor yang
berkaitan dengan masalah penelitian, sesuai dengan pendapat Satori dan Komariah
(2009) wawancara mendalam adalah sebuah proses untuk memperoleh informasi

dengan cara dialog, tidak kaku, dan terbuka antara peneliti dengan informan.



41

Secara umum pemilihan informan dilakukan dengan teknik pencuplikan
bola (snowball sampling) dengan informan awal dipilih secara sengaja
menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2010) dan Iswandono et al.
(2015) wawancara mendalam dilakukan dengan menentukan informan sesuai
dengan status dan peranannya di masyarakat berdasarkan ketersediaan informasi
dengan cara purposive dan snowball. Pemilihan informan ditentukan secara
sengaja (purposive) yang mempunyai pemahaman tentang restorasi gambut.
Sumber data berdasarkan pada petunjuk pertama informan yang memberikan
rekomendasi informan lain (snowball) yang memahami mengenai kebijakan
restorasi gambut dan implementasinya di Tahura OKH. Snowball sampling adalah
salah satu metode yang dapat diandalkan dan berguna dalam mendapatkan
responden yang dituju sebagai target penelitian dengan keterlibatan hubungan
dalam sebuah jaringan, sehingga didapatkan jumlah sampel yang diperlukan
(Nurdiani, 2014). Teknik tersebut digunakan dalam penelitian untuk meninjau
secara lebih mendalam mengenai kebijakan restorasi gambut dan implementasinya
di Tahura OKH. Pencarian informasi berakhir ketika data yang didapatkan telah
jenuh (Wright, 2005; Loany, 2021; Aldossary et al., 2023).

Pemilihan terhadap informan dilakukan secara sengaja (purposive)
diantaranya ialah institusi strategis yang mempunyai kepentingan terhadap restorasi
gambut antara lain kepala desa sebagai tokoh masyarakat, pengelola UPTD Tahura
OKH, sekretaris dinas kehutanan Provinsi Jambi dan pejabat pembuat komitmen
(PPK) satuan kerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dinas
kehutanan Provinsi Jambi. Penetapan informan dipertimbangkan telah mencukupi
apabila telah mencapai tahap redudancy (data telah jenuh, penambahan sampel
tidak memberikan informasi baru), artinya dengan menggunakan sumber data
berikutnya dapat dikatakan tidak ada tambahan informasi baru yang diperoleh
(Loany, 2021).

Selain dengan wawancara mendalam, pengambilan data juga dilakukan
dengan wawancara menggunakan kuisioner kepada responden secara Focus Group
Discussion (FGD). Berbeda halnya dengan pengambilan data dari implementor,
wawancara dengan menggunakan kuesioner dilakukan untuk mengumpulkan data

dan informasi terkait indikator persepsi masyarakat mengenai efektivitas
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implementasi kebijakan restorasi gambut. Tingkat persepsi masyarakat terhadap
efektivitas implementasi kebijakan restorasi gambut meliputi pelaksanaan
kebijakan restorasi gambut, manfaat kebijakan restorasi bagi kelestarian Tahura
OKH, penanggung jawab dalam pengambilan keputusan dalam restorasi gambut,
perubahan yang diinginkan, langkah-langkah yang dilakukan, keterlibatan
masyarakat, karakteristik lembaga, koordinasi antar lembaga dengan masyarakat,
anggaran yang diberikan dan pelaksanaan sosialisasi. Kuesioner dan/atau angket
adalah cara dalam mengumpulkan data menggunakan instrumen berupa daftar
pertanyaan yang telah dibuat secara sistematis untuk diberikan kepada responden
dan dijawab sesuai dengan pendapat serta pemahamannya (Sugiyono, 2014).

Responden yang menjadi sumber informasi pada metode ini ialah
masyarakat terlibat yang ditentukan secara purposive sampling, teknik purposive
sampling merujuk pada penetapan responden berlandaskan kriteria tertentu (Saleh,
2017; Chan et al., 2019), meliputi masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan
dan ikut serta dalam restorasi gambut dan juga memiliki usia > 17 tahun, hal
tersebut dipilih karena usia tersebut telah cukup dewasa dan mampu mengambil
keputusan (Sari dan Yusuf, 2015). Keterwakilan responden dalam teknik ini
berjumlah 30 orang dari masing-masing desa. Penentuan tersebut didasarkan
dengan ketentuan oleh peneliti dan juga hal ini karena jumlah yang diambil
merupakan jumlah minimal data yang dapat diolah menggunakan statistika. Sejalan
dengan pendapat Alwi (2015) yang menyatakan bahwa rata-rata statistik memiliki
distribusi normal untuk ukuran sampel tak terhingga, tetapi dalam prakteknya,
dapat diterapkan pada sampel minimum ukuran 30.

Pengumpulan data melalui observasi digunakan untuk mendapatkan
informasi tepat mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan restorasi gambut
berupa pelaksanaan rewetting (sekat kanal) dan revitalitation (ternak sapi, keramba
ikan dan pelatihan eceng gondok). Observasi juga dilakukan untuk memperoleh
kondisi umum lokasi penelitian terkait keadaan kawasan Tahura OKH. Tahapan
observasi merupakan dasar dalam dunia ilmu pengetahuan dengan mengacu pada
fakta kenyataan yang diperoleh (Sugiyono, 2014). Pengumpulan data melalui studi
dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi tambahan

mengenai implementasi kebijakan restorasi gambut. Metode ini digunakan supaya
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peneliti dapat memperoleh informasi pendukung data penelitian, tak hanya melalui
narasumber namun juga bisa berdasarkan sumber dokumentasinya (Satori dan
Komariah, 2009). Dokumentasi berbentuk foto kegiatan, rekaman hasil
wawancara, dan catatan dari peneliti akan digunakan sebagai bahan pendukung
analisis. Dokumen-dokumen yang digunakan antara lain ialah data-data tertulis,
arsip ataupun gambar mengenai restorasi gambut di Tahura OKH.

3.5  Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Pendekatan kualitatif memuat informasi mengenai fenomena sosial yang diteliti dan
dipahami dari beberapa individu maupun sekelompok orang dalam sebuah kondisi
masalah (Creswell, 2016). Metode kualitatif dan kuantitatif merupakan dua
pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu-sosial, termasuk kebijakan (Suaedi,
2013).

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Analisis Implementasi Kebijakan
Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu

menggunakan analisis kualitatif. = Data mengenai efektivitas implementasi
kebijakan yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis
kualitatif. Analisis kualitatif berpedoman pada data yang didapatkan dari hasil
wawancara serta hasil dokumentasi, sesuai dengan pendapat (Irawan, 2007) melalui
tahapan sebagai berikut:
1. Pengumpulan data mentah

Pengumpulan data mentah dilaksanakan melalui wawancara mendalam dan

observasi lapangan. Hasil wawancara mendalam dicatat sebagai data dan

dikumpulkan sebagai dokumen.
2. Transkrip data

Transkrip data dilakukan dengan mengonversikan hasil wawancara dengan

informan menjadi bentuk tulisan tanpa mengubah data.
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3. Pembuatan koding
Tahap ini dilakukan dengan membaca ulang keseluruhan data transkrip,
kemudian memberi tanda pada bagian terteentu dari transkip sebagai kunci dari
pertanyaan yang diajukan.

4. Kategorisasi data
Kategorisasi data dilakukan untuk membuat data menjadi sederhana dengan
cara mengikat beragam konsep kunci dalam suatu kategori.

5. Penyimpulan sementara
Pada tahap ini, penyimpulan sementara dilakukan untuk mengambil
kesimpulan yang bersifat sementara selaras dengan data yang sebenarnya.

6. Triangulasi
Triangulasi dilakukan melalui tahapan pengecekan kembali antara satu sumber
data dengan sumber data lain atau informan.

7. Penyimpulan akhir
Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian, penyimpulan akhir

digunakan pada saat tahapan data sudah jenuh (saturated).

1. 2. 3. 4.

Pengumpulan | Transkrip .| Pembuatan Kategorisasi
data mentah "| data | koding data

5 l 6. 7

. . .| Penyimpulan
Triangulasi akhir

Penyimpulan
sementara

\ 4

Sumber: Irawan (2007)
Gambar 4. Tahapan analisis data kualitatif.

Implementasi kebijakan terkait restorasi gambut dianalisis menggunakan
pendekatan teori implementasi kebijakan Grindle (1980). Teori Grindle
menyebutkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada isi
kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (contex of implementation)

(Salminah, 2019). Untuk menganalisis implementasi kebijakan digunakan
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pendekatan Grindle (1980) dengan dua variabel pendekatan yaitu (1) isi kebijakan
(kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan,
letak pengambil keputusan, pelaksana program dan sumberdaya yang dilibatkan)
dan (2) konteks implementasi (kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang

terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap).

2. Analisis Skala Likert dan SEM-PLS

Identifikasi persepsi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
analisis skala likert. Tingkat persepsi masyarakat terhadap efektivitas implementasi
kebijakan restorasi gambut meliputi pelaksanaan kebijakan restorasi gambut,
manfaat kebijakan restorasi bagi kelestarian Tahura OKH, penanggung jawab
dalam pengambilan keputusan dalam restorasi gambut, perubahan yang diinginkan,
langkah-langkah yang dilakukan, keterlibatan masyarakat, karakteristik lembaga,
koordinasi antar lembaga dengan masyarakat, anggaran yang diberikan dan
pelaksanaan sosialisasi. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis
persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan restorasi gambut. Skala
likert adalah metode yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat
seseorang atau kelompok mengenai peristiwa sosial (Pranatawijaya, 2019).

Pada metode skala Likert variabel yang akan dikur dijabarkan menjadi
indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak dalam menyusun
item-item yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Terdapat tiga alternatif
tanggapan/jawaban dari skala Likert dalam penelitian ini yaitu efektif (e), ragu-ragu
(), tidak efektif (te) yang secara berturut bernilai 3, 2 dan 1 dapat dilihat pada Tabel
1.

Tabel 1. Kategori tanggapan dan skor

No Kategori tanggapan responden Bobot
1 Tidak Efektif 1
2 Ragu-ragu 2
3 Efektif 3

Sumber: Sugiyono (2014)

Tanggapan yang diperoleh dari skala likert selanjutnya ditentukan rata-rata

jawaban. Nilai rata-rata ditetapkan menggunakan interval kelas. Interval kelas



46

digunakan untuk menentukan nilai rata-rata dengan rumus sebagai berikut
(Sugiyono, 2007):
Nilai tertinggi — Nilai terendah

Panjang kelas i =
anjang kelas interva Banyak interval kelas

Berdasarkan hasil perhitungan jarak interval pada masing-masing indikator,

maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 2. Kategori dan interval

Interval kelas

No Indikator Gedong Karya Jebus
Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi
1  Isi kebijakan 73-77 78-82 83-87 73-78 79-84 85-90
2  Konteks 79-81 82-84 85-87 76-78 79-81 82-84
implementasi

Data hasil responden yang telah diperoleh berupa data karakteristik dan
persepsi terhadap implementasi kebijakan di Tahura OKH kemudian diinput
melalui microsoft excel dan dilakukan pemberian kode terhadap data yang terdiri
atas beberapa kategori yang disesuaikan oleh peneliti. Pemberian kode untuk
masing-masing karakteristik dijabarkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kode karakteristik responden

Variabel Sub variabel Kode/kategori Keterangan
Karakteristik  Usia Berdasarkan masing- Rentan 17-65 tahun.
responden masing usia yang dimiliki

oleh responden

Mata 1. Tidak berkaitan dengan IRT

pencaharian/ kegiatan restorasi Wiraswasta

Pekerjaan gambut (kebijakan); Tidak ada
tidak berpartisipasi Swasta

(terlibat) langsung dan
tidak mengetahui
tentang gambut

2. Kurang berkaitan Guru PAUD
dengan kegiatan Mahasiswa/Pelajar
(kebijakan) restorasi Petani
gambut; tidak Nelayan

berpartisipasi (terlibat)
langsung dan
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Variabel Sub variabel Kode/kategori Keterangan
mengetahui tentang
gambut
Cukup berkaitan Pekerja PT. JBP
dengan kegiatan
(kebijakan) restorasi
gambut; berpartisipasi
(terlibat) langsung dan
tidak mengetahui
tentang gambut
Berkaitan dengan Penjaga Tahura
kegiatan (kebijakan) Perangkat Desa
restorasi gambut; Tim Sekat Kanal
berpartisipasi (terlibat) BPD
langsung dan
mengetahui tentang
gambut
Pendidikan 1. Tidak sekolah Tidak sekolah
terakhir 2.SD SD

3. SMP SMP

4. SMA SMA

5.S81 S1

Data berupa hasil wawancara yang diperoleh melalui kuesioner mengenai
persepsi terhadap implementasi kebijakan di Tahura OKH kemudian dianalisis
dengan menggunakan model Structural Equation Modelling (SEM) dengan metode
Partial Least Square (SEM-PLS) untuk mengetahui hubungan antar variabel.
Menurut Ghozali dan Latan (2015), SEM ialah suatu teknik analisis statistik
multivariat yang dapat menguji hubungan antara variabel kompleks guna
mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai suatu model. PLS merupakan jenis
SEM yang memiliki basis komponen dengan sifat konstruk formatif. Metode PLS
digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel laten (Ardiansyah dan
Idayanti, 2022). Penelitian ini menggunakan teknik analisis SEM dengan bantuan
program Smart PLS 3.0.

Penelitian ini memiliki analisis bentuk umum yang menghubungkan satu
variabel bebas X1 (karakteristik) dengan variabel terikat Y1 (isi kebijakan) dan Y2
(konteks implementasi). Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk
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menganalisis pola hubungan antara variabel laten yaitu karakteristik, persepsi
masyarakat terkait isi kebijakan, dan persepsi masyarakat terkait konteks
implementasi. Karakteristik merupakan variabel laten eksogen untuk persepsi
masyarakat terkait isi kebijakan dan persepsi masyarakat terkait konteks
implementasi. Model korelasi antar variabel dianalisis berdasarkan pada data
sampel yang didapatkan dari hasil kuesioner yang dapat dilihat pada Gambar 5.

X1.1 X1.2 X1.3

W

¥1.1
LN Karakteristik
¥1.2 \ (x1) ¥2.1
Y13 \ v2.2
‘_'_“"“-k—._._ — ¥
vi4 7 ﬁ v23
Y15 / v2.4

Isi kebijakan Konteks
4 (Y1) implementasi

(v2)
Gambar 5. Model struktural analisis hubungan antar variabel.

Keterangan:

X1.1= Usia Y15 = Keterlibatan masyarakat

X1.2 = Pekerjaan Y1.6 = Anggaran yang diberikan

X1.3 = Pendidikan Y2.1 = Langkah-langkah yang

dilakukan

Y1.1 = Pelaksanaan kebijakan Y2.2 = Karakteristik lembaga
restorasi gambut

Y1.2 = Manfaat kebijakan restorasi Y2.3 = Koordinasi antara lembaga
bagi kelestarian tahura OKH dengan masyarakat

Y1.3 = Penanggung jawab dalam Y2.4 = Pelaksanaan sosialisasi

pengambilan keputusan dalam

restorasi gambut
Y1.4 = Perubahan yang diinginkan

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode Resampling

Bootstrapping yang dikemukakan oleh Efron (1979). Uji statistik yang dilakukan
adalah uji statistik t (t- test), jika dalam pengujian hipotesis diperoleh nilai p-value
< 0.05 dan t-statistik lebih besar dari pada t-tabel maka hasil pengujian tersebut
signifikan, dan jika nilai p-value > 0,5 dan nilai t-statistik kurang dari nilai t-tabel

maka pengujian tidak signifikan.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Implementasi kebijakan restorasi gambut di Tahura OKH berdasarkan teori
Grindle (1980) menunjukkan hasil efektif, dikarenakan memenuhi dua variabel
pendekatan yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Content of policy
(isi kebijakan) memberikan derajat perubahan, menunjukkan ketepatan
pengambilan keputusan implementasi, memperkenalkan pelaksana program
melalui terjun langsung ke lapangan, dan sudah melibatkan sumberdaya
manusia maupun sumberdaya anggaran. Adapun context implementation
(lingkungan implementasi) juga baik, yaitu dalam hal pembagian kekuasaan,
kepentingan yang sesuai dengan wewenang dan strategi aktor yang terlibat
sudah ditunjukkan, karakteristik lembaga dan penguasa memiliki komitmen
yang kuat dalam menjalankan kebijakan, serta tingkat kepatuhan dan daya
tanggap pelaksana maupun kelompok sasaran yang baik. Pada content of
policy (isi kebijakan) terutama tentang tipe manfaat, terbukti masih mengalami
kendala karena dari kelompok sasaran yaitu masyarakat mengharapkan
dilibatkan dalam upaya restorasi yaitu dalam program revegetasinya.

Berdasarkan persepsi masyarakat terhadap kebijakan restorasi gambut
mengenai isi kebijakan dan konteks implementasi berada dalam kategori
sedang dikarenakan belum adanya kepastian keberlanjutan program yang
diinisiasi oleh BRGM. Karakteristik responden (usia dan pendidikan)
berpengaruh positif secara signifikan terhadap persepsi tentang isi kebijakan di
Desa Jebus dengan nilai p-values ialah 0,003 dan konteks implementasi
bernilai 0,000 serta di Desa Gedong Karya persepsi tentang isi kebijakan

dengan nilai p-values ialah 0,004 dan konteks implementasi bernilai 0,005.
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52  Saran

Diperlukan sinergitas dalam upaya restorasi gambut melalui keterlibatan
seluruh unsur pelaksana kebijakan, sektor swasta dan masyarakat. Kepada
pemerintah daerah yaitu UPTD Tahura OKH dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
agar memperhatikan masalah content of policy (isi kebijakan) dalam hal tipe
manfaat yang diharapkan keterlibatan masyarakat dalam revegetation (penanaman
kembali). Hal tersebut dikarenakan perlunya pengetahuan masyarakat sekitar
terutama untuk kegiatan penanaman dengan memperhatikan karakteristik tanah
gambut, persyaratan tumbuh tanaman dan pengelolaan berdasarkan penggunaan

teknologi yang sesuai agar lahan gambut tidak mengalami degradasi dan kerusakan.
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